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ABSTRAK

Nurzafiqgah, Ahmad Harakan, dan Nur Khaerah. Pendekatan Partisipatif
Multi-Stakaholder dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba.

Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 memberikan pengaruh
pada sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba, dalam konteks ini, pendekatan
partisipatif multi stakeholder muncul sebagai strategi yang potensial untuk
pemulihan pariwisata, oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca
Covid-19 di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan indikator pendekatan
partisipatif.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis
data sekunder dan primer. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive
sumpling. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data di lakukan dengan cara
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian
ini menunjukan bahwa pertama, partisipasi stakeholder dalam pengambilan
keputusan menjadikan Dinas Pariwisata sebagai /leading sector yang berwewenang
menetapkan keputusan dan unsur lainnyaa terlibat secara tidak lansung dengan
memberikan ide dan saran yang disalurkan dalam rapat formal dan non formal.
Kedua, ide dan saran ini kemudian diwujudkan dalam partisipasi pelaksanaan yang
berbentuk MoU dan bantuan yang diberikan. Ketiga, hubungan simbiosis
mutualisme terjalin, di mana para stakeholder merasakan manfaat dari kerjasama
yang mereka bentuk. Keempat, evaluasi aktif dilakukan para stakeholder untuk
memastikan efektivitas kerjasama yang terjalin. Penelitian ini dapat memberikan
sumbansi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi
komparatif dengan daeah lain yang menerapkan atau tidak menerapkan pendekatan
serupa sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keunggulan dan
kelamahan dari pendekatan partisipatif multi-stakeholder.

Kata Kunci: Pendekatan Partisipatif, Multi-Stakeholder, Pariwisata Bulukumba



ABSTRACT

Nurzafiqah, Ahmad Harakan, dan Nur Khaerah. Multi-Stakaholder
Participatory Approach in Post-Covid-19 Tourism Recovery in Bulukumba.

The Covid-19 pandemic that emerged in 2020 had an influence on the tourism
sector in Bulukumba Regency, in this context, a multi-stakeholder participatory
approach emerged as a potential strategy for tourism recovery, therefore this study
aims to determine the extent of multi-stakeholder participatory in post Covid-19
tourism recovery in Bulukumba Regency using participatory approach indicators.

This type of research is descriptive qualitative using secondary and primary data
types. The determination of informants is carried out by purposive sumpling
techniques. Meanwhile, data collection techniques are carried out by observation,
interviews, and documentation. To analyze data is done by condensing data,
presenting data, and drawing conclusions. The results of this study show that first,
stakeholder participation in decision making makes the Tourism Office the leading
sector with the authority to make decisions and other elements are indirectly
involved by providing ideas and suggestions that are channeled in formal and
informal meetings. These two, ideas and suggestions are then realized in the
implementation participation in the form of an MoU and the assistance provided.
Third, a symbiotic relationship of mutualism is established, where stakeholders feel
the benefits of the cooperation they form. Fourth, active evaluation is carried out
by stakeholders to ensure the effectiveness of cooperation. This research can
provide useful knowledge contributions for future researchers to conduct
comparative studies with other countries that apply or do not apply similar
approaches so as to provide a deeper understanding of the advantages and duration
of multi-stakeholder participatory approaches.

Keywords: Participatory Approach, Multi-Stakeholder, Tourism Bulukumba
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Selatan sebagai sebuah provinsi yang masuk dalam daftar
tujuan wisata utama di Indonesia, menawarkan beragam pilihan objek wisata
termasuk wisata alam, budaya, dan buatan, dengan berbagai destinasi menarik
yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota seperti Pantai Losari di Makassar,
Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba, Pantai Marina Kabupaten Bantaeng
(Ahmad, 2018). Potensi wisata yang beragam menjadi daya tarik wisatawan
domestik bahkan mancanegara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di
tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai inisiatif
pengembangan bisnis dalam sektor pariwisata yang didukung oleh berbagai

upaya kerja sama dari pihak yang terkait (Arisma, 2019).

Salah satu destinasi wisata Sulawesi Selatan yang banyak diminati para
wisatawan lokal hingga mancanegara adalah Kabupaten Bulukumba. Hal ini
didasarkan pada potensi yang ada di wilayah Bulukumba dengan julukan
"Butta Panrita Lopi" dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang
beragam. Secara astrononi, Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20°—
05°40° Lintang Selatan dan 119°58’-120°28 Bujur Timur sedangkan secara
geografis, Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai kurang lebih
128 Km sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim

(Ramadahni, 2020). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana



Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-
2030, menjelaskan bahwa daerah Bulukumba ini diakui sebagai Kawasan

Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) (Harris, 2022).

Portal Informasi Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengelompokkan
sektor pariwisata menjadi 4 kategori. Pertama, wisata bahari meliputi Pantai
Tanjung Bira, Pantai Bara, Apparalang dan Samboang. Kedua, wisata buatan
yang teridiri dari Permandian Limbua, dan Wisata Empang Sari. Ketiga, wisata
alam meliputi Hutan Mangrove Lumpung, dan Hutan Kota Bulukumba.
Keempat, wisata religi meliputi Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Beberapa
destinasi pariwisata tersebut, kawasan Bira menjadi pusat pariwisata yang
terletak di bagian timur Kabupaten Bulukumba, wisata yang berada di kawasan
bira meliputi Pua Janggo, Makam Daro Tiro, Permandian Hila-Hila, Pantai
Lolisang, Pantai Samboang, Pantai Panrang Luhu dan beberapa destinasi

lainnya (Adiwinata 2020).

Pada tahun 2020 pariwisata di Kabupaten Bulukumba menghadapi
sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kedatangan pandemi Covid-19
memberikan pengaruh pada sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.
Pembatasan perjalanan, lockdown, dan ketidakpastian yang berkembang telah
mengganggu aktivitas pariwisata secara signifikan, mengakibatkan
penghentian kegiatan pariwisata, pendapatan dan keseluruhan dinamika
pariwisata. Dampak ini tidak hanya terasa di sektor pariwisata tetapi merambat
ke sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, serta

kerajinan dan budaya lokal.



Keputusan Presiden Nomor 12/2020, pemerintah Indonesia
menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana Nasional. Hal ini
menghasilkan penerapan kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah sebagai
upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19, yang mengakibatkan
penurunan kunjungan wisatawan ke pariwisata (Maria & Hudiono 2020).
Menariknya, jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau domestik pada masa
pandemi covid-19 hingga memasuki new-normal tidak terjadi penurunan yang

signifikan.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
(DISPARPORA) bahwa dari tahun 2017-2022 terjadi peningkatan jumlah
pengunjung nusantara dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan minat yang kuat
dari wisatawan domestik dalam menjelajahi keindahan pariwisata Kabupaten
Bulukumba. Bertolak belakang dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara
selama periode Covid-19 terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam
jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Bulukumba.
Pada tahun 2018, ada 3.557 turis mancanegara yang berkunjung, namun angka
ini merosot secara dramatis selama pandemi. Pada tahun 2019, hanya ada 2.260
turis, dan pada tahun 2020, jumlahnya turun drastis menjadi hanya 293 orang,

ini adalah penurunan yang sangat besar (Pratiwi & Acfira 2023).

Kondisi sektor wisata Kabupaten Bulukumba yang mengalami
perubahan drastis menuntut perubahan tatanan baru atau kehidupan new
normal. Dalam Forum G20 salah satu prioritas utama agenda penting Presiden

Republik Indonesia Ir. Joko Widodo adalah memulihkan kembali sektor



pariwisata yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19 (Marwan & Isnaeni
2022). Pemulihan pariwisata pasca Covid-19 menjadi tujuan krusial yang
memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Keputusan Presiden
Nomor 38 tahun 2005 memberikan amanat yang jelas bahwa seluruh sektor di
Indonesia diharapkan mendukung pembangunan pariwisata (Anggraeni & Sari

2020).

Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif multi-stakeholder muncul
sebagai strategi yang potensial untuk memulihkan industri pariwisata pasca
Covid-19. Menurut Hadi stakeholders adalah semua pihak, internal maupun
eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik
secara langsung maupun tidak langsung (Sumilat & Destriana 2017).
Stakeholder mengacu pada kumpulan aktor dari berbagai bidang sosial, politik,
dan ekonomi yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam suatu isu atau

masalah tertentu.

Aktor-aktor stakeholder yang umum dalam sektor pariwisata yaitu;
pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Pemerintah memiliki
peran penting dalam merancang dan melaksanakan strategi pemulihan
pariwisata. Mereka dapat memberikan insentif dan dukungan keuangan
(Wikayanto et al., 2022). Masyarakat sebagai pelaku usaha dapat terlibat dalam
merawat dan mempromosikan destinasi mereka, serta memberikan
pengalaman positif kepada wisatawan. Sektor swasta memiliki peran kunci
dalam menggerakkan pemulihan pariwisata. Institusi akademisi dapat

mendukung pemulihan pariwisata melalui penelitian dan pemahaman



mendalam tentang tren terbaru dan praktik terbaik dalam industri. Pendekatan
multi-stakeholder mengakui bahwa pemulihan tidak dapat dicapai oleh satu
pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak yang
memiliki kepentingan dalam industri pariwisata. Partisipasi yang kuat di antara
semua pemangku kepentingan seperti, pemerintah, masyarakat, swasta dan
akademisi serta berbagai stakeholder lainnya menjadi kunci untuk memastikan

pemulihan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul Pendekatan Partisipatif Multi-stakeholderdalam
Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Kabupaten Bulukumba untuk melihat
sejauh mana partisipatif multi-stakeholder dapat memberikan kontribusi positif

terhadap pemulihan pariwisata pasca Covid-19 di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan penting dalam penelitian ini yaitu bagaimana
partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 di

Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata

pasca Covid-19 di Kabupaten Bulukumba



D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pendekatan partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan
pariwisata pasca Covid-19 di Kabupaten bulukumba diharapkan dapat memberi
kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru bagi
perkembangan teori. Penemuan dan hasil analisis dari penelitian ini
dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja teoritis yang
lebih khusus tentang bagaimana partisipasi multi-stakeholder dapat
diterapkan dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian
selanjutnya. Peneliti lain dapat membangun penelitian mereka sendiri
berdasarkan metodologi dan temuan dari penelitian ini, sehingga
memperluas pemahaman kolektif tentang isu-isu terkait partisipasi
multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19.
2. Kagunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian in1 diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam
bidang ilmu dan konsep yang terkait pendekatan partisipatif multi-
stakeholder khusunya dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 di

wilayah tertentu.



b. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi
mahasiswa bagaimana teori partisipatif stakeholder diterapkan dalam
situasi nyata.
c. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah
setempat dalam merancang kebijakan pemulihan pariwisata yang lebih
inklusif dan berkelanjutan seta dapat memanfaatkan temuan penelitian
ini untuk mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam upaya

pemulihan
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan diuraikan secara sistematis mengenai penelitian
terdahulu yang relevan dalam penelitian (Halim, 2016). Penelitian terdahulu
sangat penting bagi penulis untuk menjadi landasan pembanding dan sebagai
referensi untuk memperkaya teori yang akan digunakan dalam menyajikan
kontribusi penyempurnaan dari penelitian terdahulu dengan konsep yang
berbeda dalam sebuah penelitian baru. Adapun beberapa kajian terdahulu yang
masih relevan denga judul Pendekatan Partisipatif Multi-stakeholder dalam
Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba dengan penelitian

terdahulu yang di kelola menggunakan vosviewer sebagai berikut:

multi stakeholder

tourism sector

multi stakeholgler approach
pandémic

post covid
= recovery
4
indonesia tourism stakebolder
participation
hold h post mgiact
roach
SRS urism industry
# vosviewer R L e————e

2021.4 2021.6 2021.8 2022.0 2022.2

Gambar 2.1: Penelitian Terdahulu

Sumber: overlay visualization vosviewer



Pada gambar di atas menunjukan hasil penelusuran kepustakaan
menggunakan aplikasi publish or perish, lebih dari 110 artikel jurnal
ditemukan dalam rentang tahun 2013-2023, yang berkaitan dengan kata kunci
pendekatakatan partisipasi; multi-stakeholder; pemulihan pariwisata pasca

covid-19.

Artikel-artikel ini secara cermat dikelola melalui penggunaan aplikasi
vosviewer. Hasil dari visualisasi vosviewer mengelompokan 4 klaster . Klaster
1 dengan warna kuning mencakup 4 item yakni partisipasi; multi pemangku
kepentingan; zaman; industri pariwisata. Klaster 2 berwarna hijau yang terbagi
atas 8 item yaitu pemulihan, pasca covid, pariwisata; pasca; pendekatan;
pandemi; turis; Indonesia. Klaster 3 berwarna biru dengan 2 item yakni covid;
pemangku kepentingan. Klaster 4 berwarna ungu yang terbagi atas 4 item
meliputi dampak; pendekatan multi pemangku kepentingan; inisiati multi

pemangku kepentingan; kemitraan multi pemangku kepentingan.

Dalam konteks penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan
perbedaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
akan di lakukan peneliti sekarang tentang pendekatan partisipasi multi-
stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 di Bulukumba.
Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak
pada pendekatan yang di gunakan, yaitu pendekatan partisipasi multi-
stakeholder yang telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang efektif dalam
menghadapi tantangan kompleks dalam berbagai bidang. Sebagaimana yang

tercantum dalam penelitian terdahulu yang berjudul Peran Kolaborasi
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Stakeholder Sektor Pariwisata Dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah,
Indonesia Pasca Covid-19 (Handayani et al., 2022). Jurnal tersebut menggaris
bawahi pentingnya pendekatan partisipasi multi-stakeholder dalam mengatasi
tantangan kompleks dalam berbagai sector salah satunya sector pariwisata,
termasuk dalam pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Penelitian ini menyoroti
bagaimana kerjasama antara pemangku kepentingan di sektor pariwisata dapat
menjadi faktor kunci dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi di tengah
tantangan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, seperti pemerintah,
komunitas lokal, pelaku industri, dan lembaga non-pemerintah, dalam proses
pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk memajukan kawasan

pariwisata tersebut.

Lebih lanjut, penelitian Model Proses Penanganan covid-19 dalam
Perspektif Multi-stakeholder Partnership yang membahas tentang paradigma
kemitraan multi-stakeholder layak menjadi alat analisis dimana Multi-
stakeholder Partnership (MSP) menekankan pada keterlibatan sektor publik,
swasta, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada membangun dialog dan

kolaborasi konstruktif berbasis kesukarelaan (Amin et al. 2022).

Pendekatan Multi-stakeholders dalam Penanganan Overloading yang
menyoroti tentang bagaimana strategi penanganan masalah overloading atau
kelebihan beban dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan multi-

stakeholder (Gunarta & Santoso, 2000).
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Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy
GAP dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan menyoroti tentang bagaimana
keterkaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan pemangku
kepentingan (stakeholder) dan fenomena kesenjangan legitimasi (legitimacy
gap) dalam konteks peningkatan kinerja perusahaan (Lindawati & Puspita,

2015).

Strategi Pemulihan Pariwisata Desa Wisata Pasca Covid: Pendekatan
Partisipatif Multipihak menyoroti tentang menyoroti bagaimana strategi
pemulihan pariwisata di desa wisata setelah terjadi pandemi COVID-19
melalui pendekatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat
lokal, pelaku bisnis, dan pihak lainnya. Dengan adanya pendekatan partisipatif,
diharapkan strategi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan
aspirasi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di desa Bantul

provinsi Yogyakarta (Nasution et al., 2023).

Perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan di lakukan. Dalam visualisasi vosviewer di atas dapat
dilihat tidak terdapat penelitian partisipasi stakeholder di lakukan di kabupaten
Bulukumba. Pada gambar 2.1 lokasi penelitian lebih kepada wilayah Indonesia
yang tidak menunjukan daerah mana yang paling banyak penelitian tentang
pendekatan partisipasi stakeholder . Selain lokasi perbedaan juga terlatak pada
fokus penelitian yang lebih banyak mengarah kepada sector seperti pada jurnal-
jurnal di atas. Dengan adanya perbedaan yang sigiifikan dan belum ada

keterbaruan penelitian mengenai penggunaan pendekatakan partisipasi multi-
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stakeholder dalam pemulihan pariwisata terkhusus di Kabupaten Bulukumba
sehingga peneliti tertarik meneliti Pendekatan Partisipasi Multi-stakeholder
dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Kabupaten Bulukumba karena
ingin mengeksplorasi bagaimana pendekatan tersebut dapat digunakan untuk
mengatasi dampak krisis yang di akibatkan oleh Covid-19. Fokus pada
pemulihan pasca pandemi yang menambah elemen penting dalam memahami
bagaimana berbagai pihak dapat bekerjasama dengan menggunakan teori
pentahelix yang mendukung konsep ketahanan (resilience) dan pertumbuhan
berkelanjutan untuk membangkitkan kembali industri pariwisata yang

terdampak.

B. Tinjauan Teori
1. Teori Partisipasi

Partisipasi secara harfiah berarti ikut serta dalam s'uatu kegiatan,
keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau peran serta aktif atau proaktif dalam
suatu kegiatan. H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa keterlibatan adalah
sebagai bukti niat untuk memperbaiki demokrasi melalui proses
desentralisasi yang mendorong perencanaan dari bawah ke atas dan
melibatkan masyarakat dalam proses rencana dan pembangunan
komunitasnya (Hakim et al. 2018).

Davis dan Newstrom mengemukakan bahwa partisipasi sebagai
keterlibatan mental dan emosional individu dalam konteks kelompok yang

mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok.
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Davids dan Newstrom mengemukakan ada tiga konsep penting dari definisi
partisipasi (Sallatu, 2007), yaitu:

a. Keterlibatan atau partisipatif mengacu pada adanya keterlibatan
mental dan emosional selain aktivitas fisik.

b. Kontribusi yang sangat penting dalam partisipasi adalah dorongan
yang mendorong orang untuk berpartisipasi. Mereka diberi
kesempatan untuk memanfaatkan kreativitas dan inisiatif mereka
untuk mencapai tujuan bersama organisasi.

c. Tanggung jawab yang muncul sebagai hasil dari partisipasi yang
mendorong orang untuk memikul tanggung jawab atas tugas yang

dilakukan oleh kelompok.

Menurut efendi partisipasi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu
partisipasi vertical dan partisipasi horizontal. Konsep partisipasi vertikal
merujuk pada situasi tertentu di mana masyarakat terlibat atau ikut serta
dalam program yang diadakan oleh pihak lain sebagai bawahan, pengikut,
atau klien dari pihak yang menyelenggarakan program tersebut, sedangkan
partisipasi horizontal, masyarakat memiliki inisiatif di mana setiap anggota
atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara sejajar satu sama lain.
Bentuk partisipasi seperti ini menandakan awal dari pertumbuhan

masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (Mamuko et al. 2016).

Sundariningrum mengelompokkan partisipasi menjadi dua kategori

berdasarkan tingkat keterlibatan (Robial et al., 2023), yakni:
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a. Partisipasi langsung
Partisipasi Langsung adalah ketika seseorang secara aktif terlibat
dalam suatu kegiatan atau proses, dan ini melibatkan mereka secara
langsung dalam berbagai aspek dari kegiatan atau proses tersebut.
b. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi Tidak Langsung adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan bentuk partisipasi yang kurang aktif atau lebih pasif

dalam kegiatan atau proses tertentu.

Cohen dan Uphoff, seperti yang dijelaskan oleh Siti Irene A.D.
mengkategorikan partisipasi menjadi empat jenis (Yasril & Nur 2018),

yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Individu atau kelompok memiliki hak untuk berperan secara
lansung maupun tidak lansung dalam menentukan arah dan prioritas
pembangunan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi ini merujuk pada individu atau kelompok masyarakat
terlibat secara langsung dalam menjalankan program atau proyek yang
telah dirancang. Hal ini mencakup berkontribusi dengan sumber daya,
tenaga kerja, atau keahlian yang diperlukan untuk menjalankan

program tersebut.
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c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Keterlibatan dalam pengambilan manfaat merujuk pada peran
masyarakat dalam mendapatkan atau memanfaatkan hasil dari
program, kebijakan, atau proyek yang telah dilaksanakan.
d. Partisipasi dalam evaluasi
Keterlibatan dalam evaluasi merujuk pada peran masyarakat
atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses menilai atau mengkaji

program, proyek, atau kebijakan tertentu.

Burt K. Schalan dan Roger yang telah di jelaskan Widi Astuti
menyatakan bahwa manfaat dari partisipasi dapat diuraikan (Simaremare,

2022) sebagai berikut:

a. Meningkatkan komunikasi yang berlangsung dua arah.

b. Meningkatkan pengaruh dari bawahan dalam pengambilan keputusan.
€. Mengurangi perilaku agresif dari manajer terkait dengan partisipasi.
d. Membuka peluang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan

diakui dalam tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat
disimpulkan bahwa partisipasi memiliki nilai yang sangat penting untuk

kesuksesan organisasi (Ahmad Mustanir et al., 2022), yaitu:

a. Meningkatkan peluang pengambilan keputusan yang benar karena

adanya kontribusi yang berarti dan positif.
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b. Memajukan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun
atasan memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan ide dan
pendapsat.

C. Mendorong penggunaan kemampuan Dberpikir kreatif demi
kepentingan bersama.

d. Melatih tanggung jawab individu dan mendorong upaya membangun
kepentingan bersama.

e. Mengizinkan adaptasi terhadap setiap perubahan yang mungkin

terjadi.

2. Teori Analisis Stakeholder
a. Multi-Stakeholder

Multi berasal dari bahasa latin yaitu naons yang berarti banyak
atau bermacam-macam (Echa, 2018). Menurut KBBI multi adalah
banyak, lebih dari satu, dan beragam, sedangkan stakeholder adalah
adalah individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang memiliki
kepentingan, peran, atau pengaruh dalam suatu proyek, organisasi, atau
situasi tertentu (Agustus, 2023), jadi multi-stakeholder adalah
menyatukan pemangku kepentingan di wilayah tertentu untuk
berpartisipasi dalam bentuk komunikasi baru, pengambilan keputusan
mengenai isu tertentu (Hemmati, 2012).

Menurut Harris Gleckman multi-stakeholder adalah sistem
tata kelola global baru yang berupaya untuk menyatukan aktor-aktor

global yang memiliki potensi kepentingan dalam suatu isu untuk secara
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kolaboratif mencari solusi (Buxton & Power 2019). Multi-stakeholder
sering digunakan dalam konteks yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan yang beragam dan memerlukan kolaborasi yang kuat di
antara mereka (Fajri, 2022).

Multi-stakeholder melibatkan beragam aktor misalnya
lembaga pemerintah, LSM, aktor swasta, akademisi, media dan pihak
lain yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Hamka et al.,
2022). Kerjasama multi-stakeholder bisa diterapkan dalam berbagai
area yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dengan berbagai
sumber daya. Kerjasama multi-stakeholder di bidang lain difokuskan
pada hal seperti pengembangan bisnis, inovasi teknologi, atau
penanganan masalah kesehatan dan kebencanaan (Xue et al., 2020).

Salah satu peran multi-stakeholder dalam kebencanaan yaitu
pemulihan covid-19, karena dampak pandemi covid-19 bersifat
multidimensi yaitu mempengaruhi semua bidang kehidupan dan
seluruh populasi global. Tidak ada satu lembaga atau pemangku
kepentingan yang dapat bekerja sendiri untuk mengendalikan covid-19
secara efektif dan memitigasi dampaknya (Panneer et al., 2021). Peran
multi-stakeholder tentang kebencanaan ini membuktikan bahwa dalam
menyelesaikan sebuah masalah tidak bisa dilakukan oleh satu unsur
saja, tetapi membutuhkan komitmen dan sinergi antar unsur satu
dengan unsur lainnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh

karena itu, sesuai dengan pernyataan Hamka dimana multi-stakeholder
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melibatkan berbagai aktor, maka pentahelix sebagai konsep dari multi-
stakeholder menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan
penggunaan sumber daya yang beragam dalam upaya mencapai solusi
yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah yang dihadapi.

Konsep pentahelix di Indonesia mulai dikembangkan pada
tahun 2016 melalui gagasan Menteri Pariwisata tahun jabatan 2014-
2019 Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. Gagasan tersebut kemudian tertuang
dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
bahwa untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, dan pelayanan
pariwisata, serta menciptakan pengalaman berharga dan nilai yang
memberikan manfaat kepada masyarakat maka diperlukan upaya
pengoptimalan peran pengusaha, pemerintah, komunitas, akademisi,
dan media dalam sistem pariwisata (Budhi et al. 2022).

Model pentahelix yang diperkenalkan oleh Carayannis dan
Campbell dengan menekankan hubungan multi-stakeholder merupakan
perkembangan dari gagasan triple helix dan quadruple helix yang
diadopsi dari teori Etzkowitz dan Leydesdorft.

Hubungan multi-stakeholder dapat disusun dalam rumus
ABCGM, yang terdiri dari Academician (akademisi), Business (bisnis),
Community (komunitas), Government (pemerintah), dan media

(Carayannis & Campbell 2010).
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AKADEMISI

KOMUNITAS PEBISNIS

MODEL
PENTAHELIX

MEDIA PEMERINTAH

Gambar 2.2: Model Pentahelix

Dalam konsep pentahelix pariwisata, kelima elemen utama
yaitu academician (akademisi), business (bisnis), community
(komunitas), government (pemerintah), dan media memiliki peran
penting dalam pemulihan dan pengelolaan sektor pariwisata. Berikut
penjelasan lebih lanjut tentang peran masing-masing elemen (M. A.

Hakim, 2022), yaitu:

1) Academician (akademisi)

Academician atau akademisi memiliki peran penting dalam
pemulihan pariwisata. Mereka melakukan penelitian dan analisis
untuk memahami dampak pandemi atau tantangan lain pada
pariwisata. Akademisi memberikan rekomendasi kebijakan
kepada pemerintah dan industri pariwisata berdasarkan

penelitian mereka.



2)

3)

4)

20

Business (bisnis)

Bisnis atau juga disebut sebagai sektor swasta dalam
pemulihan pariwisata berperan sebagai motor penggerak yang
menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan yang
berkelanjutan, sektor swasta memiliki peran penting dalam
menyediakan infrastruktur teknologi, sumber daya finansial, dan
berbagai fungsi lain yang terkait dengan pengembangan produk
dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat
sebagai agen perubahan sosial.

Community (Komunitas)

Dalam konsep pentahelix, komunitas merujuk pada
kelompok masyarakat atau komunitas lokal yang berada di
sekitar atau terlibat dalam suatu industri atau inisiatif tertentu.
Peran komunitas sangat penting, terutama dalam konteks
pengembangan dan pemulihan berbagai sektor seperti
pariwisata, teknologi, atau pembangunan sosial.

Goverment (Pemerintah)

Pemerintah dalam konteks perubahan sosial harus berperan
sebagai regulator sekaligus kontroler yang memiliki peraturan
dan tanggung jawab dalam suatu permasalahan. Pemerintah
berperan dalam mengatur industri pariwisata melalui kebijakan,

peraturan, dan regulasi.
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5) Media
Media memiliki peran penting dalam mempromosikan
destinasi pariwisata dan menyebarkan informasi kepada calon
wisatawan.
Stakeholder

Konsep stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Stanford
Research Institute (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 2020). Menurut
Freeman dan McVea stakeholder merujuk kepada sekelompok orang
atau individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau
terpengaruh oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi
(Pandansari, 2016).

Menurut Ghozali dan Chariri teori stakeholder menyatakan
bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang semata-mata berfungsi
untuk memajukan kepentingan internalnya, tetapi juga diwajibkan
memberikan keuntungan kepada stakeholder seperti pemegang saham,
kreditur, pelanggan, penyedia barang, analis, karyawan, pemerintah,
dan elemen lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari
konteks sosial (Gantino, 2016).

Konsep stakeholder menurut Freeman yang telah dijelaskan
sebelumnya, ia mengemukakan model hubungan kategori stakeholder
dalam dua bentuk, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal

yang dapat diuraikan (Freeman et al., 2010) sebagai berikut:
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Gambar 2.3 : Model Hubungan Stakeholder

1) Stakeholder internal
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Stakeholder internal adalah sekelompok individu yang

terlibat dalam suatu perusahaan. Contoh individu yang termasuk

dalam kategori stakeholder internal ini meliputi karyawan,

pengelola dan pemilik.

2) Stakeholder eksternal

Stakeholder eksternal adalah entitas yang memiliki peran

dalam kepentingan bisnis di luar jangkauan perusahaan.

Stakeholder eksternal atau pihak yang memiliki kepentingan

dalam perusahaan dari luar lingkungan perusahaan melibatkan

berbagai entitas seperti konsumen, penyedia barang, para

investor, kompetitor, lembaga keuangan, instansi pemerintah,

dan berbagai pihak lainnya.
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Mitchell, Agle, dan Wood mengembangkan sebuah model
stakeholder yang dikenal dengan model salience stakeholder.
Menurut Mitchell, Agle, dan Wood salince stakeholder adalah sejauh
mana manajer memberikan prioritas dan perhatian terhadap klaim

pemangku kepentingan yang bersaing.

Salience model secara grafis digambarkan sebagai diagram
veen dan di klasifikasikan berdasarkan power, urgensi, dan legitimcy

(Mitchell et al. 1997).

Gambar 2.4: Diagram Model Stakeholder Saliance

1) Power (kekuataan)

Kekuatan mengacu pada kemampuan atau pengaruh yang
dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi tindakan atau
keputusan perusahaan. Stakeholder yang memiliki kekuatan
yang lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih

signifikan terhadap strategi, operasi, dan hasil perusahaan.
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2) Legitimacy (legitimasi)

Legitimasi mengacu pada tingkat kesesuaian atau kelayakan
dari tuntutan dan kepentingan yang dinyatakan oleh stakeholder.
Legitimasi berhubungan dengan bagaimana stakeholder
dipandang sebagai anggota yang sah dalam proses keputusan
organisasi.

3) Urgency (urgensi)

Urgensi menggambarkan seberapa cepat stakeholder
memerlukan respons dari perusahaan terhadap kepentingan atau
kebutuhan mereka. Jika suatu stakeholder memiliki kebutuhan
mendesak yang harus dipenuhi, maka perusahaan harus
memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap stakeholder

tersebut.

Menurut Maryono dapat dikelompokkan menjadi tiga
berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya stakeholder (Dewi et

al., 2020; Yosevita, 2015) antara lain;

1) Stakeholder utama (primer)

Stakeholder primer utama merujuk kepada pihak yang
memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pembentukan
kebijakan, proyek, dan program. Mereka termasuk dalam
kelompok pihak yang memiliki peran utama dalam proses

pengambilan keputusan di perusahaan. Beberapa contoh dari
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stakeholder utama yaitu, Masyarakat, tokoh Masyarakat, serta
manejer publik.
2) Stakeholder pendukung (sekunder)

Stakeholder sekunder merupakan elemen yang tidak
memiliki keterkaitan langsung dengan suatu program, kebijakan,
atau proyek. Stakeholder yang berperan sebagai pendukung
berfungsi  sebagai penyedia fasilitas dalam  proses
pengembangan suatu aktivitas dan memiliki dampak pada proses
pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang termasuk sebagai
stakeholders pendukung mencakup entitas seperti; Lembaga
pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan pengusaha.

3) Stakeholder kunci
Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang
memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh
dari stakeholder kunci yaitu; DPRD Kabupaten, serta Dinas

yang bertanggung jawab langsung atas proses proyek tersebut.

Ada tiga fungsi utama dalam teori stakeholder menurut

Donaldson dan Paterson (Lontah, 2015), yaitu:

1) Deskriptif
Teori stakeholder dengan pendekatan deskriptif, tujuannya
adalah memahami bagaimana perusahaan menangani berbagai

stakeholder dalam proses menjalankan aktivitas bisnis.
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2) Instrumental
Pendekatan  instrumental ~memiliki  tujuan  untuk
menganalisis dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan,
melalui  evaluasi hubungan dengan stakeholder serta
pencapaian berbagai tujuan dalam pengelolaan perusahaan.
3) Normative
Pendekatan normatif dalam teori stakeholder menyiratkan
bahwa setiap individu atau kelompok yang telah memberikan
sumbangan terhadap nilai perusahaan memiliki hak etika untuk

menerima imbalan dari perusahaan.

Mengadopsi pemikiran Freeman (1984), dalam konteks
pariwisata, partisipasi stakeholder berperan andil dalam mempengarui
atau dipengaruhi oleh pemulihan pariwisata di suatu daerah. Sesuai
dengan atributnya, stakeholder adalah entitas yang memiliki
kebebasan dalam menentukan tujuan mereka sendiri dan mengambil
langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut (Heger & Rohrbeck
2012). Menurut Dwyer & Edwards berbagai kelompok dan lembaga
turut berkontribusi dalam mendukung pengelolaan pariwisata dengan
memanfaatkan beragam potensi yang ada (Purnaya & Titing
Koerniawaty 2018). Ada enam kelompok pemangku kepentingan
utama yang memiliki pengaruh terhadap pola pemulihan dan
kebijakan pariwisata di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang

signifikan secara global (Berliandaldo et al. 2021), yaitu:
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1) Entetitas pemerintah

2) Industri swasta

3) Lembaga penyumbang dana lateral dan multilateral
4) Organisasi Masyarakat sipil

5) Komunitas lokal dan pendudus asing

6) Pengguna pelayanan

Pitana dan Gayatri mengklasifikasikan stakeholder menjadi
pemerintah, pelaku bisnis/swasta, serta masyarakat karena mereka
memegang peran dan fungsi yang bervariasi (Simanjorang et al.
2020). Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan
yang mengikat. Swasta memiliki peran sebagai entitas bisnis yang
memiliki potensi untuk menciptakan peluang pekerjaan. Sementara
itu, masyarakat, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki,
berfungsi sebagai tuan rumah yang menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi wisatawan (Rahim, 2012).

3. Konsep Pariwisata Pasca Covid-19
Wabah virus Covid-19 telah mengganggu stabilitas rantai pasok
global dan pasar keuangan bahkan menyebabkan gangguan yang cukup
besar terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Asal usul kata pariwisata
berasal dari Bahasa Sansekerta, terdiri dari dua komponen, yaitu "pari" yang
mengindikasikan pengulangan, dan "wisata" yang merujuk pada perjalanan

atau aktivitas berpindah tempat. Dengan demikian, istilah pariwisata dapat



28

diartikan sebagai tindakan melakukan perjalanan secara berulang kali (Jubir
etal., 2023).

Istilah pariwisata pertama kali muncul setelah diadakan
Musyawarah Nasional Tourisme 11 di Tretes, Jawa Timur pada tahun 1958.
Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah tourisme. Pada saat itu, istilah
tourisme digantikan dengan dharmawisata untuk merujuk pada perjalanan
antar kota atau daerah tujuan wisata di dalam negeri (Indonesia), sedangkan
istilah pariwisata digunakan untuk merujuk pada perjalanan lintas benua
atau negara. Pada tahun 1960, istilah pariwisata semakin dikenal luas, dan
Dewan Tourisme Indonesia berubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia.
Orang-orang yang melakukan perjalanan ini dibagi menjadi dua kategori,
yaitu wisatawan mancanegara (asing) dan wisatawan nusantara (domestik).
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang
kepariwisataan, pariwisata merujuk pada beragam jenis kegiatan wisata
yang diperkaya dengan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Mahardika,
2020).

Pemerintah Daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk
mengatur serta mengelola segala aspek yang berkaitan dengan bidang
pariwisata sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini,
"mengelola" mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan

pengendalian seluruh hal yang terkait dengan sektor pariwisata,
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sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang kepariwisataan.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa daerah diberi hak
untuk mengatur serta menjalankan program pengembangan sektor
pariwisata di wilayah mereka sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), fasilitas-fasilitas
pariwisata dibagi menjadi beberapa kategori (Wea et al. 2023), yaitu:

a. Tempat penginapan (akomodasi)

b. Tempat makan

c. Informasi dan layanan bagi wisatawan

d. Pelayanan keimigrasian

e. Pusat informasi pariwisata (fourism information center)

f. Kios e-tourism

g. Petugas polisi dan satuan tugas khusus wisata (polisi dan satgas
wisata)

h. Toko yang menjual cinderamata (souvenir shops)

i. Tanda penunjuk arah untuk wisatawan

J. Penghiasan taman atau area (landscaping).

Dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 pada hakekatnya
melibatkan para pemangku-pemangku kepentingan seperti

Masyarakat,pemerintah, sektor swasta (Eva et al. 2007).
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Menurut Jamieson dan Nobleada beberapa prinsip-prinsip

pariwisata yang tidak boleh diabaikan (Nur Adyla et al. 2023) antara lain:

a. Prinsip utama dalam pariwisata yang mengedepankan pembangunan
dan kemajuan masyarakat.

b. Membantu menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi
tingkat pengangguran di sekitar lokasi objek wisata yang dikelola.
Dalam konteks pemulihan pariwisata, prinsip ini menciptakan
lapangan kerja menjadi aspek kunci.

c. Prinsip ketiga ini mengacu pada pentingnya pembuatan aturan dan
regulasi yang berbasis pada standar internasional dalam rangka

membangun pariwisata berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma pariwisata di
Indonesia yang menuntut pemerintah untuk menghadirkan konsep-konsep
atau kebijakan baru dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 dimana

kebijakan-kebijakan pemerintah (Pambudi et al., 2020), yaitu:

a. Pshysical distancing dimana destinasi wisata mengatur jumlah
pengunjung sesuai dengan kuota yang sudah diterapkan

b. Bandara, terminal, dan stasiun harus mematuhi standar sanitasi yang
sangat ketat

c. Konsep product differentiation berfokus pada pengalaman alam
terbuka yang segar, petualangan di pegunungan dan pantai, serta

wisata kesehatan di luar ruangan bukan lagi pada pariwisata massal
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d. Konsep value proposition yang menekankan pengalaman
berkualitas yang bersih dan segar daripada hanya menawarkan harga
murah dan keramaian

e. Perubahan fokus pemasaran dari perjalanan berkelompok ke
perjalanan mandiri yang bebas

f. Penting untuk menerapkan label kebersihan

Pemulihan menjadi fokus utama semua pihak dengan upaya keras
untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang terpukul parah selama
Covid-19. Promosi destinasi, dukungan keuangan, dan peningkatan
kepercayaan wisatawan menjadi komponen kunci dari pemulihan
pariwisata (Herdiana, 2020). Pada bulan Agustus 2020, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (KEMENPAREKRAF)
mengambil langkah penting dalam mendukung industri pariwisata selama
pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan
yang komprehensif. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan CHSE yaitu
singkatan dari Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental
Sustainability (Rosmilawati et al. 2022). Kebijakan protokol kesehatan
Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)
bertujuan untuk mendukung kelangsungan dan pemulihan industri
pariwisata di Indonesia, sehingga bisa memenuhi permintaan wisatawan

yang masih ingin bepergian selama masa pandemi (Lumanauw, 2020).

Kebijakan Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental

Sustainability (CHSE) dirancang untuk memastikan bahwa semua
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pemangku kepentingan di sektor pariwisata, termasuk destinasi, akomodasi,
restoran, dan penyedia layanan lainnya, mematuhi standar tinggi dalam hal
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan
menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti physical distancing,
penggunaan masker, dan sanitasi yang intensif, kebijakan ini bertujuan
untuk memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa perjalanan mereka
aman dan sehat. Selain itu, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental
Sustainability (CHSE) juga memberikan fokus pada keberlanjutan
lingkungan, mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab

terhadap alam dan budaya setempat (Fitriana et al., 2020).

Pengimplementasian  Cleanliness,  Healthy,  Safety,  and
Environmental Sustainability (CHSE) adalah dengan pemberian sertifikat
kepada pelaku bisnis yang telah melakukan protokol CHSE. Sertifikat
tersebut menjadi sebuah bukti sah bagi para pelaku bisnis di industri
pariwisata yang menyadari pentingnya memastikan keselamatan wisatawan
dalam menggunakan layanan atau fasilitas mereka dan mengambil langkah-
langkah serius untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 (Oktari, 2021).

C. Kerangka Pikir
Menurut Dwiyanto kerangka pikir memiliki peran penting dalam
membantu peneliti untuk menggambarkan dan mengklarifikasi tantangan yang
diajukan dalam penelitian. Penulis pada penelitian Pendekatan Partisipatif
Multi-stakeholder dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba

menggunakan indikator pendekatan partisipatif yang dikembangkan oleh
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Cohen dan Uphoft dalam (Yasril & Nur 2018) dan multi-stakeholder pariwisata

merujuk pada konsep pentahelix yang dikembangkan oleh Carayannis dan

Campbell (2012).

Gambar 2.5 : Kerangka Pikir Teoris

Pendekatan Partisipatif Multi Stekholder dalam Pemulihan Covid-19 di

Kabupaten Bulukumba

v

Teori Pendekatan Partisipatif

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

( Cohen & Uphoff dalam Yasril & Nur 2018)
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Partisipatif Multi Stekholder dalam Pemulihan Covid-19 di
Kabupaten Bulukumba

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pendekatan partisipatif seperti

partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan,

partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi dengan

merujuk pada multi-stakeholder, seperti pemerintah daerah, swasta (pebisnis),
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komunitas lokal, akademisi dan media dapat berkontribusi secara positif

terhadap pemulihan sektor pariwisata di kabupaten Bulukumba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan
aktif para multi-stakeholder dalam proses pengambilan keputusan yang
memengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan merujuk pada keterlibatan aktif dan
kontribusi multi-stakeholder dalam melaksanakan suatu kegiatan atau
program dari hasil keputusan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Partisipasi dalam pengambilan manfaat merujuk pada keterlibatan
aktif dan adil multi-stakeholder dalam menikmati hasil atau manfaat dari
suatu kebijakan, program, atau proyek yang dilaksanakan dari hasil
keputusan.
4. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan aktif multi-

stakeholder dalam proses evaluasi suatu kebijakan, program, atau proyek.
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Teori multi-stakeholder menggunakan konsep pentahelix yang
diperkenakan oleh Carayannis dan Campbell terbagi atas GBCAM yaitu
sebagai berikut:

1.  Government (Pemerintah)

Dalam penelitian ini yang menjadi unsur pemerintah adalah Dinas
Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan bagian
dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pembangunan sektor pariwisata serta perlindungan lingkungan hidup di
daerah Bulukumba. Sebagai lembaga pemerintah, keduanya berperan
dalam merumuskan kebijakan, mengatur regulasi, serta melaksanakan
program-program yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing atas
mandat dari pemerintah setempat.

2.  Business (Bisnis/pengusaha)

Unsur bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank
Sulselbar dan PT Asuransi Jasaraharja Putera, walaupun dimiliki oleh
BUMN tetapi kedua perusahaan ini bukanlah penyelenggara
pemerintahan, melainkan penyelenggara usaha/bisnis yang menyediakan
layanan bagi wisatawan.

3. Community (Komunitas)

Komunitas yang dimaksud dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten
Bulukumba adalah Generasi Pesona Indonesia dan Masyarakat Sadar
Wisata. Kedua komunitas ini merupakan iniatif masyarakat dalam

mempertahankan dan memperkuat daya Tarik pariwisata.
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Academisi (Akademik)

Akademisi yang dimaksud dalam pemulihan pariwisata Kabupaten
Bulukumba adalah Politeknik Pariwisata Makassar. Berperan sebagai
konseptor yang memiliki peran kunci dalam mengembangkan ide-ide dan
konsep-konsep inovatif untuk mendukung pemulihan pariwisata.
Melakukan penelitian, analisis, dan pengembangan solusi yang dapat
meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri pariwisata, serta
berperan dalam mempromosikan pariwisata.

Media

Media yang dimaksud dalam pemulihan pariwsata di Kabupaten
Bulukumba adalah Simpul Indonesia yang memiliki peran dalam
memperluas informasi dan mempromosikan destinasi pariwisata. Media
memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan daya tarik, fasilitas, dan
budaya dari destinasi pariwisata kepada audiens luas, termasuk calon

wisatawan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi Lokasi penelitian adalah tempat di mana
penelitian dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah penelitian
yang sedang diteliti (Insani et al. 2023). Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan
di Kabupaten Bulukumba, penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada
pertimbangan bahwa: (1) Bulukumba menjadi sangat relavan terhadap isu
pariwisata pasca Covid-19, dimana sektor ekonomi pariwisata bulukumba
yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19, (2) Belum ada penelitian
sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba yang berkaitan dengan
penelitian pendekatan partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan Covid-

19 di Kabupaten Bulukumba.

Waktu pelaksanaan penelitian akan berlansung dua bulan dengan durasi
yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, untuk mendapatkan data yang

lebih akurat.

B. Tipe dan Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini adalah mengumpulkan data
secara bentuk kata-kata dan gambar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan

metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
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data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati (Nugrahani & Hum 2014).

Penggunaan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca
covid-19 di Bulukumba. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, metode
kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjalankan wawancara
mendalam, analisis dokumen, pengamatan langsung, dan pengembangan
studi kasus untuk menangkap aspek-aspek subjektif seperti persepsi, nilai,

sikap, dan kebijakan yang sulit diukur dengan angka.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif
kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam
penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Kim et al.
2017). Dalam penelitian deskriptif, peneliti berfokus pada menggambarkan
dan menguraikan fenomena atau situasi yang telah di alami informan.
Penelitian deskriptif tentang pendekatan partisipatif multi stkaheolder
dalam pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba mengumpulkan
informasi yang sebanyak-banyaknya dan menyajikan gambaran umum serta
melakukan pengamatan dari suatu penelitian. Maka dari itu penelitian ini
melibatkan kegiatan lapangan dan observasi langsung terhadap subjek

penelitian.
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Teknik yang digunakan dalam menentukan informan peneilitian

Pendekatan Partisipatif Multi-stakeholder dalam Pemulihan Pariwisata Pasca

Covid-19 di Bulukumba adalah menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel

dengan pertimbangan tertentu sumber data. Dalam penelitian ini dipilihlah

informan sesuai dengan Kkriteria tertentu, kriteria yang akan digunakan

(Deriyanto et al., 2018) adalah:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan Unsur
1 | Idiawaty, S.S., | IW | Adiyatama Kepariwisataan dan | Pemerintah
M.M Ekonomi  Kreatif Dinas
Pariwisata Pemuda dan
Olahraga (DISPARPORA)
2 | Masykur Amin MA | Kepala Bidang Pengelolaan
Sampah Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (LB3) Dan
Peningkatan Kapasitas Dinas
Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Bulukumba.
3 | Muhammad MY | Ketua Seksi Umum Bank
Yusuf SULSELBAR Bulukumba
Muhmamadiyah Bisnis
4 | Ayu Octaviany | AP | Claim Service Assitant
Puspitasari, S.A.B Manager PT Asuransi
Jasaraharja Putera.
5 | A. Aryono, S.IP., | AY | Ketua Komunitas Generasi
M.M Pesona Indonesia (GENPI) Komunitas
6 | H. Safiuddin, | SF | Ketua Komunitas Masyarakat
S.Sos Sadar Wisata (MASATA).
7 | Dr. A. Hashi,| AH | Ketua Program Studi Tata
M.M., CHE Hidang Politeknik Pariwisata | Akademisi
Makassar (POLTEKPAR)
8 | Andi Azisul Haq AA | Wakil Direktur Simpul Media
Indonesia.
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Pemilihan informan dalam tabel di atas didasarkan pada kriteria
yang mempertimbangkan multi-stakeholder yang terlibat dalam pemulihan
pariwisata pasca Covid-19 atau individu yang memiliki pengetahuan yang
relevan dan mendalam tentang topik penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari mereka akan

akurat dan berharga bagi penelitian ini.

. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan tahap yang
paling krusial dalam proses penelitian. Pentingnya metode pengumpulan
data dalam konteks penelitian tidak bisa diabaikan, mengingat tujuan utama
dari penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2010 ). Pengumpulan
data dapat diterapkan melalui beragam sumber dan metode (Adlini et al.,

2022) meliputi:

1. Observasi (Pengamatan Lansung)

Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan tindakan
pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik
yang sedang berlansung atau masih dalam tahap tertentu

2. Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah pendekatan

interaktif di mana peneliti berkomunikasi secara langsung dengan

responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan.
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Wawancara melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
sebelumnya dan seringkali berlangsung dalam format tanya-jawab
3. Dokumentasi
Pengumpulan data melalui metode dokumentasi melibatkan
pemanfaatan berbagai jenis dokumen atau rekaman tertulis, seperti
laporan, catatan, dokumen perusahaan, buku, jurnal ilmiah, dan materi
lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dokumen
merujuk pada rekaman mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen
bisa berwujud teks tertulis, gambar, atau karya bersejarah dari individu
tertentu.
E. Teknik Pengabsahan Data
Metode validasi data (pengabsahan data) merupakan pendekatan
yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam
penelitian memiliki keandalan dan keabsahan. Ini melibatkan langkah-
langkah yang dirancang untuk memverifikasi apakah data yang terkumpul
mencerminkan dengan akurat situasi atau fenomena yang sedang diteliti.
Teknik pengambsahan data penulis menggunakan metode triangulasi, yang
melibatkan perbandingan antara berbagai sumber data yang berbeda. Secara
esensial, triangulasi adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan
berbagai metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan
menganalisis data (Rahardjo, 2010).
1. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik sebagai metode yang dilakukan dengan

mengonfirmasi data kepada sumber yang sama, namun dengan
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pendekatan yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui
wawancara kemudian divalidasi melalui observasi dan pengumpulan
dokumen.
2. Triangulasi Sumber Data
Triangulasi sumber data adalah pendekatan di mana peneliti
mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda untuk
mengonfirmasi atau memverifikasi suatu temuan atau hasil penelitian.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu berguna untuk memperkuat keabsahan data yang
terkait dengan perkembangan proses dan perilaku manusia, karena pola
perilaku manusia cenderung berubah seiring waktu. Untuk memastikan
bahwa data yang berasal dari observasi memiliki kualitas yang kuat,
peneliti perlu melaksanakan lebih dari satu sesi pengamatan, daripada

hanya mengandalkan satu pengamatan tunggal.

F. Teknik Analisis Data
Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai
upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,
wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang
kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain

(Rijali, 2019).
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Menurut Milles, Huberman, dan Saldana dalam analisis data
kualitatif terdapat tiga proses yang yang harus di perhatikan (Chusnia et al.
2017), yaitu:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada tahapan merangkum sedemikian
rupa data-data yang telah terkumpul, seperti catatan lapangan tertulis,
transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai materi empiris lainnya
sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai partisipatif multi-
stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca covid-19 di bulukumba.

2. Penyajian Data (Data Display)

Proses ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk
mengumpulkan dan merapikan informasi dengan tujuan untuk mencapai
kesimpulan mengenai partisipatif multi stltakeholder dalam pemulihan
pariwisata pasca covid-19 di Bulukumba.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Salah satu tahap penting dalam analisis adalah melakukan penarikan
kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan
masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika tidak ada
bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data
selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten selama proses penelitian, maka
kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang

meyakinkan dan dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Kabupaten Bulukumba
a. Letak Geografi dan Letak Demografis Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba yang terletak di sebelah selatan jalur
Sulawesi, dengan jarak sekitar 153 km dari kota makassar
merupakan salah-satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan,

Indonesia

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba
Sumber: https.//bulukumbakab.bps.go.id/

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba
tahun 2023 Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.170,10
km? atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang
meluputi 10 kecamatan, 27 keluharan dan 109 desa. Melihat dari sisi

dimensi wilayah, kecamatan Gantarang dan Bulukumpa menonjol


https://bulukumbakab.bps.go.id/
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sebagai dua wilayah terluas, masing-masing mencakup luas 175,84
km? dan 173,63 km?, yang bersama-sama menyumbang sekitar 30
persen dari total luas Kabupaten dan kecamatan terkecil adalah
Ujung Bulu yang merupakan point of center Kabupaten Bulukumba
dengan wilayah seluas 14,63 km? atau sekitar 1 persen dari

keseluruhan wilayah.

Secara geografis, Wilayah Kabupaten Bulukumba terletak
pada koordinat antara 5°20° Lintang Selatan - 5°40’ Lintang Selatan
dan 119°58° Bujur Timur - 120°28° Bujur Timur. Batas-batas

wilayahnya meliputi:

Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan: Laut Flores

Sebelah Timur: Teluk Bone

Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng

Kawasan pesisir Kabupaten Bulukumba memiliki ketinggian
antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh
kecamatan, yakni: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bonto Bahari,
Bontotiro, Kajang, dan Herlang. Sementara itu, wilayah yang
bergelombang dengan ketinggian antara 25 hingga 100 meter di atas
permukaan laut meliputi sebagian wilayah Gantarang, Kindang,
Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Rilau

Ale. Hampir 95,4 persen wilayah perbukitan di Kabupaten


https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah
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Bulukumba berada pada ketinggian 100 sampai dengan 500 meter
di atas permukaan laut yang membentang dari Barat ke Utara
meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa
dan Kecamatan Rilau Ale dengan tingkat kemiringan tanah 0 sampai
400 yang berpotensi sebagai lahan non-urban atau dapat difungsikan

sebagai kawasan lindung.

Menurut analisis Smith-Ferguson, yang mengukur tipe iklim
berdasarkan bulan basah dan bulan kering, Kabupaten Bulukumba
dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan iklim lembap atau agak
basah dengan suhu rata-rata antara 23,82 °C hingga 27,68 °C.
Kisaran suhu ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan

tanaman perkebunan.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba
berdasarkan proyeksi penduduk interm tahun 2020-2023 mencapai
440.090 jiwa, terdiri dari 214.679 jiwa laki-laki dan 225.411 jiwa
perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020,
tercatat bahwa penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami
pertumbuhan sebesar 0,43 persen per tahun. Sementara itu besarnya
angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap

penduduk perempuan sebesar 95,24.

Di Kabupaten Bulukumba, terdapat dua bahasa daerah yang
umum digunakan, yakni Bahasa Bugis dengan dialek Bulukumba,

dan Bahasa Konjo yang terdiri dari Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa
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Konjo pegunungan. Bahasa Konjo termasuk dalam sub-bahasa
Makassar, memiliki perbedaan dalam pengucapan dan sebagian
kata-kata dibandingkan dengan Bahasa Makassar yang umumnya
dipakai. Meski begitu, menariknya, terdapat beberapa kata dalam
Bahasa Konjo yang memiliki kesamaan dengan Bahasa Bugis.
Secara budaya dan bahasa, Kabupaten Bulukumba dapat dianggap
sebagai wilayah transisi atau titik pertemuan antara budaya Bugis
dan Makassar. Masyarakatnya memiliki kemampuan menggunakan

dua bahasa daerah yang umum digunakan di Sulawesi Selatan

Sejarah Kabupaten Bulukumba

Kata Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa yang pada
tingkat dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba.
Asal-usul penamaan ini memiliki latar belakang mitologis yang
berasal dari bahasa Bugis, yaitu gabungan kata Bulu’ku dan Mupa.
Dalam bahasa Indonesia, gabungan kata ini dapat diartikan sebagai
masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini
muncul pertama kali pada abad ke-17 Masehi selama periode perang
saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi, yakni kerajaan Gowa
dan kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang disebut Tanahkongkong,
utusan dari Raja Gowa dan Raja Bone bertemu untuk melakukan
perundingan. Mereka menjalankan proses negosiasi dengan damai
dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.
Pihak kerajaan gowa mengklaim Bangkeng Buki yang secara

harfiah berarti kaki bukit merupakan deretan lereng bukit dari
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Gunung Lompo Battang sebagai batas kekuasaannya dari Kindang
hingga wilayah Timur. Namun, kerajaan Bone tetap bersikeras
mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya
dari Barat hingga Selatan.

Peristiwa tersebut menjadi awal munculnya frasa dalam
bahasa Bugis yang disebut Bulukumupa. Kemudian, melalui
perubahan dalam tingkatan dialek tertentu, frasa ini mengalami
proses bunyi menjadi Bulukumba. Diceritakan bahwa sejak saat itu,
nama Bulukumba mulai dikenal, dan hingga saat ini resmi
digunakan sebagai nama sebuah kabupaten.

Pemilihan nama Kabupaten Bulukumba dimulai dengan
diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 1959 yang mengatur pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi. Langkah ini diikuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Proses
ini mencapai puncaknya pada tanggal 28 Maret 1994 dengan
diselenggarakannya seminar sehari, yang dihadiri oleh narasumber
Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada, seorang ahli sejarah dan budaya.

Hasil dari seminar tersebut adalah penetapan hari jadi
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 melalui
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Dari segi legalitas, status
Kabupaten Bulukumba sebagai daerah tingkat II resmi diakui

setelah DPRD Kabupaten Bulukumba menetapkan Lambang Daerah
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pada tanggal 4 Februari 1960. Pelantikan Bupati Pertama, Andi
Patarai, kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1960.
Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai yakni
128 km sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim
tidak heran jika kabupaten ini dikenal sebagai Butta Panrita Lopi,
yang artinya merupakan tempat para ahli pembuat perahu oleh
karena itu, peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2015-2030, menjelaskan bahwa daerah Bulukumba ini diakui
sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dengan letak
geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai
sehingga memiliki beragam suku, budaya, dan objek wisata lainnya.
Spot wisata bahari yang eksotis tersebar di Kecamatan
Bontobahari di antaranya pantai pasir putih Tanjung Bira dan Tebing
Apparalang, sementara di Kecamatan Bontotiro ada Pantai
Samboang dengan ombaknya yang tenang. Wisata alam yang
menarik yakni ketinggian Desa Kahayya dan juga air terjun Na’na
di Kelurahan Borong Rappoa yang masing-masing berada di
Kecamatan Kindang. Terdapat wisata budaya Tanah Toa, Kajang
yang terkenal dengan pakaian serba hitamnya, sehingga menarik

untuk dikunjungi dunia nasional maupun internasional.
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2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA)
a. Profil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba

Pasal 18 UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
mengatur dan mengelola kegiatan kepariwisataan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian "mengelola"
dalam konteks ini mencakup perencanaan, organisasi, dan pengendalian
seluruh aspek kepariwisataan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) yang
berlokasi di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan 92517, Indonesia merupakan salah satu instansi yang
memegang peranan penting dalam pengembangan sektor pariwisata.
Tugas utamanya mencakup manajemen daya tarik wisata dan
pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, yang
merupakan bagian dari tupoksi Dinas Pariwisata di Kabupaten
Bulukumba. Selain itu, dinas ini juga aktif menjalin kerja sama dengan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya pemulihan
sektor pariwisata.

Tugas dan fungsi dinas pariwisata tertuang dalam Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 136 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata, pemuda

dan olahraga, yaitu :
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1) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab
melaksanakan kebijakan umum sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2) Seluruh tenaga kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
wajib menjalankan tugas sesuai peraturan, menerapkan prinsip
hierarki, koordinasi, dan efisiensi, serta mematuhi aturan
perundang-undangan untuk transparansi dan akuntabilitas

3) Menjalin kerjasama dengan para multi-stakeholder terkait dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

b. Visi Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba

Visi dan Misi OPD merupakan pedoman OPD dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya. Visi adalah pandangan ideal ke depan yang
ingin diwujudkan dalam kurung waktu tertentu untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan otonomi daerah bidang kebudayaan dan
pariwisata sebagai antisipasi perkembangan lingkungan strategis dan
era globalisasi. Dengan memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih ~ periode  2021-2026 serta tantangan pembangunan
kepariwisataan ke depan maka dirumusukan visi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif,
Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan
Sejahera”. Demi mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai

berikut:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam
Masyarakat

Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan
Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan
Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan
Internasional

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui
Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan
Domestik dan Mancanegara

Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan
aktivitas Masyarakat

Pembangunan dan  Meningkatkan  Perdagangan  dan
Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis

investasi dan Bantuan Pemerintah

10) Membina Generasi Muda yang berkarakter dengan menjunjung

tinggi Sportivitas dan Profesionalisme

11) Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

12) Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
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c. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bulukumba
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 53

Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Bulukumba, maka struktur organisasi Dinas

Pariwisata Kabupaten Bulukumba adala

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
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B. Hasil Penelitian Tentang Pendekatan Partisipatif Multi-stakeholder
dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Covid-19 di Bulukumba

Upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba pasca covid-
19 menjadi tugas utama Dinas Pariwisata tetapi dalam hal ini Dinas
Pariwisata tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan beberapa unsur
pentahelix pariwisata. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang
menjabat sebagai Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut kutipan
wawancaranya.:

“Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam mengelola

destinasi pariwisata yang ada di Bulukumba tidak dapat bekerja

sendiri, namun memerlukan campur tangan dari para multti
stakeholder, oleh karena itu kami menggunakan konsep pentahelix
pariwisata yang didalamnya ada unsur pemerintah, bisnis,
komunitas masyarakat, akademisi dan media. Para stakeholder ini
memiliki  tupoksi  masing-masing dalam pemulihan dan
pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba”

(Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba menegaskan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata
memerlukan kolaborasi multi-stakeholder. Mereka menerapkan konsep
pentahelix Pariwisata yang melibatkan pemerintah, bisnis, komunitas

masyarakat, akademisi, dan media. Setiap stakeholder memiliki peran

khusus dalam upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.
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Berikut tabel unsur-unsur pariwisata yang bekerjasama dengan

Dinas Pariwisata:

Tabel 4.1

Unsur-Unsur Pentahelix Pariwisata

NO | Unsur-Unsur Lembaga

1 Pemerintah | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bulukumba
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Bulukumba

2 Bisnis PT Asuransi Jasaraharja Putera
Bank SULSELBAR

3 Komunitas | Generasi Pesona Indonesia (GENPI)
Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)

4 Akademisi | Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR)

5 Media Simpul Indonesia
Radar Selatan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan beserta regulasi, bisnis/pihak

swasta secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan

pariwisata tersebut,

komunitas bertugas senantiasa membangkitkan

kesadaran tentang pentinya pariwisata melalui penerapan sadar wisata,

menumbuh kembangkan kreatifitas yang melahirkan kreasi baru agar

menjadi daya tarik wisata. Peranan akademisi memberikan sumbangsi

pengetahuan mengenai riset-siset yang telah mereka lakukan tentang
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fenomena-fenomena yang terjadi. Media massa memberikan informasi yang

lebih cepat dan murah dalam mengakses perkembangan pariwisata.

Berikut untuk memperjelas hasil penelitian mengenai pendekatan
partisipatif  multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata peneliti
mengunakan indikator pendekatan partisipatif yang dikembangkan oleh
Cohen dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) meliputi partisipasi dalam
pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam

pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi :

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan menjadi pilar
utama dalam upaya pemulihan pariwisata pasca Covid-19 di Kabupaten
Bulukumba. Kabupaten ini, seperti banyak daerah lain di seluruh dunia,
mengalami dampak serius akibat pandemi yang melanda sejak tahun
2019. Dalam konteks ini, indikator pendekatan partisipatif menjadi
landasan utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya
pemulihan pariwisata yang inklusif.

Proses partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan
Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bulukumba adalah
melakukan sebuah pertemuan atau mengadakan rapat. Hal ini, menjadi
dasar untuk melakukan kerjasama dengan memperhitungkan pandangan
dan kontribusi dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Adapun wawancara dengan informan perwakilan Dinas Pariwisata
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Pemuda dan Olahraga yang menjabat dibagian Adiyatama

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Berikut kutipan wawancaranya:
“Sebelum melakukan kerjasama, pertemuan menjadi langkah awal
yang tak terhindarkan, pasti ada pertemuan intens sebelum kita

menetapkan MoU, kita ke tempat mereka atau mereka ke tempat
kami,” (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Informan di atas menyatakan bahwa pertemuan intens ini
sebenarnya menjadi pondasi dalam proses penetapan Memorandum of
Understanding (MoU) atau kesepakatan formal. Pertemuan intens ini
menciptakan platform di mana para multi-stakeholder dapat saling
memahami, menyampaikan ide, dan merinci peran serta dampak yang
diharapkan dari kerjasama tersebut. Hal ini menciptakan kesepahaman
bersama dan memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan

masukan dari semua pihak terlibat.

Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan
keputusan ini juga diperkuat dengan wawancara bersama ketua
komunitas Generasi Pesona Indonesia (GENPI). Berikut kutipan

wawancaranya:

“Dalam pengambilan keputusan GENPI beberapa kali rapat dengan
Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya termasuk komunitas
MASATA, dalam rapat tersebut kami memberikan saran ataupun
masukan sesuai dengan tupoksi kami. Seperti: mengusulkan
pelatihan yang mendukung pemulihan covid-19 dan melakukan
promosi-promosi guna menarik perhatian wisatawan”. (Wawancara
bersama, AY. Pada 17 Januari 2024).
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Wawancara dengan ketua komunitas GENPI menjelaskan bahwa
dinas pariwisata memberikan ruang dalam proses pengambilan
keputusan. Selain komunitas GENPI Masyarakat Sadar Wisata
(MASATA) tidak kalah pentingnya dalam perumusan kebijakan.
Keikutsertaan MASATA dalam Partisipatif pengambilan keputusan
menjadi sangat penting untuk membentuk dasar kebijakan yang lebih
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat serta
membentuk masyarakat untuk sadar akan wisata dan budaya yang ada
di Bulukumba. Seperti yang disampaikan ketua komunitas Masyarakat

Sadar Wisata (MASATA). Berikut kutipan wawancaranya:

“Pada hakikatnya MASATA bukan kita megambil keputusan cuman
kita memberikan sumbansi saran kepada pemerintah tentang
pemulihan pariwisata di Bulukumba, sebab MASATA itu adalah
kepanjangan dari Masyarakat Sadar Wisata, bagaimana kembali
menyadarkan masyarakat tentang kepariwisataan itu sendiri, dan
MASATA memberikan dorongan kepada pemerintah tentang hal-hal
yang terjadi di lapangan hari ini. Sebab tidak menuntut
kemungkinan pemerintah tidak mendapatan hal-hal yang terjadi
tentang pariwisata di lapangan tetapi dengan hadirnya komunitas
MASATA yang juga menjalin kerjasama dengan para komunitas
pariwisata dan para kelompok-kelompok penggiat wisata yang ada
di dacah Bulukumba untuk menggerakkan penggiat pariwisata.”
(Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan Informan diatas, ditekankan bahwa MASATA
bukanlah lembaga pengambil keputusan, melainkan sebagai Masyarakat
Sadar Wisata. Peran utama MASATA adalah memberikan sumbangan
saran kepada pemerintah terkait pemulihan pariwisata di Bulukumba
yang fokus pada kesadaran masyarakat akan pariwisata, MASATA

berupaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sektor ini.
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Komunitas ini juga berperan memberikan dorongan kepada pemerintah

dengan menginformasikan realitas di lapangan.

Melihat dari sisi partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam pengambilan keputusan untuk pemulihan pariwisata peneliti juga
melakukan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan sampah
Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba. Berikut kutipan
wawancaranya:

“Keikutsertaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengambilan

keputusan adalah secara proaktif mengusulkan konsep atau ide-ide

yang berfokus pada lingkungan sekitar pariwisata seperti
penanggulangan sampah yang ada di sekitar tempat wisata,
sumbangan ide-ide atau konsep ini bertujuan untuk menjaga

keberlanjutan lingkungan pariwisata”. (Wawancara bersama, MA.
Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3
dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bulukumba, mengungkapkan bahwa keikutsertaan dinas tersebut dalam
pengambilan keputusan pariwisata bertujuan mengusulkan konsep dan
ide-ide yang berfokus pada lingkungan. Khususnya menyoroti upaya
penanggulangan sampah di sekitar tempat wisata. Selanjutnya, untuk
melihat partisipasi bisnis dalam pengambilan keputusan peneliti
mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba.

“Untuk pengambilan keputusan kami hanya memberikan saran dan

penentu keputusan tetap dikembalikan kepada pemerintah”.
(Wawancara bersama MM. Pada 17 Januari 2024).
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Lebih lanjut Claim Service Assitant Manager PT Asuransi
Jasaraharja Putera mengungkapkan hal yang serupa mengenai
wawancara dengan unsur bisnis di atas. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi proses pengambilan keputusan jasaraharja contohnya pada
saat pemungutan premi asuransi yang ada di Dinas Pariwisata atau
pengambilan keputusan atau kebijakan pada saat claim. Kalau untuk
proses pemulihan itu keputusan ada Dinas Pariwisata kami hanya
memberikan masukan serta saran bagaimana pemulihan kedepannya
dan ini sesuai dengan tupoksi lembaga kami dan apapun bentuk
perminta tolongan Dinas Pariwisata kami seberusaha mungkin
membantu”. (Wawancara bersama, AP. pada 24 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan unsur bisnis, dapat
disimpulkan bahwa partisipasi unsur bisnis dalam pengambilan
keputusan untuk pemulihan pariwisata yang dilakukan hanya berbentuk
saran dan ide-ide selebihnya untuk penetapan keputusan dikembalikan
kepada pemerintah. Peneliti juga mewawancari ketua program studi tata
hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut

kutipan wawancaranya:

“Politeknik Pariwisata kan di bawa kementrian pariwisata, jadi
secara lansung kita tidak mengambil keputusan tetapi secara tidak
lansung kita memberikan masukan atau sumbansi saran berdasarkan
hasil analisis, hasil survey, hasil penelitian yang sudah dilakukan
tentang Covid kemudian diberikan kepada pemerintah setempat
untuk mengambil keputusannya”. (Wawancara bersama, AH. Pada
23 Januari 2024).

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas, unsur akademisi
berperan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dengan
menyajikan saran dan ide-ide berbasis riset kepada Dinas Pariwisata
terkait upaya pemulihan dan pengelolaan pariwisata. Untuk

memperkuat bahwa semua multi-stakeholder turut andil dalam



61

pengambilan keputusan peneliti juga mewawancarai wakil direktur

Simpul Indonesia. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk pengambilan keputusan kami diikutsertakan namun, kami
sebatasa memberikan saran atau ide-ide yang berhubungan dengan
tugas kami, jadi untuk penetapan keputusan kembali ke Dinas
Pariwisata itu sendiri”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari
2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur media, partisipasi
dalam pengambilan keputusan Simpul Indonesia hanya memberikan
saran atau ide-ide yang berhubungan dengan tupoksinya dan keputusan

akhir tetap berada di tangan Dinas Pariwisata.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Keberhasilan pendekatan partisipasi multi-stakeholder pada
pelaksanaan adalah partisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja,
kebijakan, atau kesepakatan terkait pemulihan pariwisata. Untuk
melihat bentuk partisipasi pelaksaan atau bentuk kerjasama para multi-
stakeholder dari hasil partisipasi keputusan yang dilakukan sebelumnya,
peneliti melakukan wawancara dengan unsur pemerintah yang menjadi
kunci dalam pengelolaan pariwisata yaitu informan yang menjabat
sebagai Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Bentuk partisipasi Dinas Pariwisata dengan para multi-stakeholder
yang kami bangun adalah bentuk kerja sama dalam membuat suatu
kebijakan, proyek, dan membuat nota kesepakatan kerjasama atau
sering disebut MoU vyang bertujuan dalam pemberdayaan
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masyarakat dan pemberdayaan SDM, serta pemulihan atau
pengembangan pariwisata berkelanjutan.”. (Wawancara bersama,
IW. Pada 17 Januari 2024).

Informan kembali menjelaskan contoh bentuk kerjasama dengan
para multi-stakeholder (pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi dan
media). Berikut kutipan wawancaranya:

“Adapun salah-satu contoh bentuk bantuan atau bentuk kerjasama

dengan pemerintah, bisnis, komunitas, akademis dan media yaitu

kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur
pemerintah terkait bantuan tenaga pembersih dan alat pembersih
untuk obyek wisata yg punya volume sampah banyak, Jasaraharja
terkait asuransi kecelaakan bagi pengunjung kawasan wisata Bira,

Bank SULSELBAR berupa bantuan kendaraan roda 3 pengangkut

sampah, MASATA dan GENPI terkait kegiatan promosi wisata dan

pengembangan kualitas SDM kepariwisataan, POLTEKPAR terkait
penelitian kepariwisataan, Simpul Indonesia sebagai penyedia berita

online”. (Wawancara, bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa terdapat
berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan
para multi-stakeholder salah satunya adalah membuat nota kesepakatan
(MoU) bentuk kerjasama ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan SDM serta pemulihan pariwisata Kabupaten
Bulukumba. Untuk melihat bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan
para multi-stakeholder peneliti kembali menanyakan tentang partisipasi
dalam pelaksanaan kerjasama dengan unsur pemerintah atau Operasi

Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Tingginya jumlah kunjungan pada saat pertamakali dibukanya
pariwisata Bulukumba setelah tutup 3 bulan akibat Covid-19
menimbulkan dampak positif ke ekonomi pariwisata namun disisi
lain menimbulkan dampak negative berupa sampah dari kegiatan
wisatawan. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat bergerak sendiri
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namun membutuhkan kerjasama dengan para multi-stakeholder.
Sala-satu stakeholder yang sangat berkaitan dengan kebersihan
lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak
kami telah bisa mengendalikan sampah setelah mendapatkan
bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) termasuk pelibatan
sejumlah stakeholder lainnya juga turun melakukan penanganan dan
pelayanan di Kawasan Wisata”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17
Januari 2024).

Hasil wawancara dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
diperkuat dengan wawancara bersama kepala bidang pengelolaan
sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan

kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba.

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan Dinas
Pariwisata adalah pada musim-musim tertentu, adakalanya Dinas
Pariwisata tidak dapat mengendalikan sampah yang di akibatkan
jumlah pengunjung yang tinggi, oleh karena itu kami menurunkan
armada, tim, serta sarana dan prasarana kami untuk mendukung

upaya bersama dalam menjaga kebersihan destinasi pariwisata di

Kabupaten Bulukumba”. (Wawancara bersama, MA. Pada 17

Januari 2024).

Wawancara dengan kedua belah pihak diatas menyatakan pertama
kali dibukanya pariwisata Kabupaten Bulukumba jumlah kunjungan
warga lokal sangat membludak hal ini menyebabkan perekonomian
Pariwisata Bulukumba pulih namun dari tingginya jumlah kunjungan
pariwisata menimbulkan eksternalitas negatif berupa sampah dari
kegiatan wisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat berperan penting di dalam
pengelolaan pariwisata yang ada di bulukumba.

Untuk memperkuat pernyataan Dinas Pariwisata mengenai

partisipasi unsur bisnis dalam pelaksanaan pemulihan pariwisata
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peneliti mewawancarai ketua seksi umum Bank SULSERBAR
Bulukumba. Berikut kutipan wawancaranya:

“Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan kami dari Bank
SULSELBAR mempermudah Dinas Pariwisata dalam penyetoran
dana hasil destinasi pariwisata di Bira, selain itu kami membangun
fasilitas ATM Bank SULSELBAR untuk mempermudah akses para
wisatawan dalam melakukan transaksi di Bira. Kami juga
memberikan pemerintah kabupaten bulukumba 10 unit motor
pengangkut sampah”. (Wawancara bersama, MY. Pada 17 Januari
2024).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancari Claim Service Assitant

Manager PT Asuransi Jasaraharja. Berikut kutipan wawancaranya:

“Partisipasi dalam pelaksanaan itu kita dalam bentuk perjanjian
kerja sama atau MoU. Ketika ada yang terjadi kecelakaan dalam
objek pariwisata itulah fungsinya kami menjamin hal tersebut. jadi
kami mengcover seluruh pengunjung yang ada di objek pariwisata
Tanjung Bira dan sekitarnya”. (Wawancara bersama, AP. Pada 24
Januari 2024).

Melalui wawancara dari unsur bisnis di atas, perwakilan Bank
SULSELBAR menyatakan partisipasinya dalam pelaksanaan
pemulihan pariwisata Bira adalah memfasilitasi pembayaran debit dan
mereka juga memberikan bantuan prasarana sedangkan PT asuransi
Jasaraharja menegaskan bahwa bentuk kerjasama dengan Dinas

Pariwisata berupa perjanjian kerjasama atau MoU.

Untuk melihat partisipasi komunitas dalam pelaksanaan peneliti
mewawancarai unsur komunitas, yaitu ketua komintas Generasi Pesona
Indah (GENPI) yang ikut andil dalam pemberian ide dan saran pada saat
pengambilan keputusan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan adalah kami dengan dinas

pariwisata itu membuat perjanjian kerjasama MoU tentang
penyebarluasan informasi kegiatan kepariwisataan dan ekonomi
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kreatif. Sistem kerja kami secara online dan offline. Untuk kegiatan
online kami mempromosikan semua informasi tentang destinasi
pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sedangkan untuk
kegiatan  offline kami  melakukan pelatihan  jurnalistik
kepariwisataan dan mengadakan bimbingan teknis pemasaran
digital, selain itu kami juga sering di ikut sertakan dalam event-event
kepariwisataan salah satunya yaitu, festival phinisi”. (Wawancara
bersama AY. Pada 17 Januari 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua komunitas
Masyarakat Sadar Wisata sebagai organisasi non profit. Berikut kutipan
wawancaranya:

“Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan adalah kami ada
memberikan pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan kepada
kelompok-kelompok UMKM atau BUMDES yang ada di desa untuk
dapat menggerakan kembali yang punya destinasi wisata itu dan kita
bantu cara berfikir bagaimana mereka bisa bergairah kembali untuk
menjadikan daerahnya sebagai tempat tujuan wisata, jadi kami lebih
kepada pengembangan SDM.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17
Januari 2024).

Wawancara dengan unsur komunitas di atas menyatakan bahwa,
bentuk partisipasi komunitas GENPI dalam pelaksanaan ~ membuat
MoU dengan Dinas Pariwisata tentang penyebarluasan informasi
pariwisata. Sementara komuntas SAMATA fokus pada pengembangan
SDM, memberikan pelatihan kepariwisataan kepada UMKM dan
BUMDES untuk meningkatkan gairah dan menjadikan daerahnya
destinasi wisata yang menarik. Selanjutnya, untuk melihat bentuk
partisipasi unsur akademisi dalam pelaksanaan peneliti mewawancarai

ketua program studi tata hidang Politeknik Pariwisata Makassar

(POLTEKPAR). Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau bentuk partisipasi Politeknik Pariwisata Makassar dalam
pelaksanaan adalah membuat MoU dengan Dinas Pariwisata tentang
kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
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penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan
pariwisata dan kepariwisataan Bulukumba”. (Wawancara bersama,
AH. Pada 23 Januari 2024)

Politeknik Pariwisata Makassar aktif berpartisipasi dalam
pemulihan pariwisata Bulukumba melalui MoU tentang kerja sama
pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian
pada masyarakat. Hal ini memastikan adanya bimbingan dan pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan lokal, yang menjadi kontribusi penting
dalam pemulihan pariwisata. Selanjutnya, untuk melihat bentuk
partisipasi unsur media dalam pelaksanaan peneliti mewawancarai
wakil direktur Simpul Indonesia.Berikut kutipan wawancaranya:

“Mengenai kerjasama apapun yang dilakukan DISPARPORA kita

akan lakukan pemberitaan dan simpul Indonesia memiliki portal

berita”. (Wawancara bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Dalam wawancara dengan informan diatas disampaikan bahwa

Simpul Indonesia sebagai layanan berita online berkomitmen

memberitakan setiap kegiatan kepariwisataan.

Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi multi-stakeholder dalam manfaat mencerminkan sejauh
mana berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku bisnis, komunitas,
akademisi, dan media aktif berkontribusi dan mendapatkan keuntungan
kebijakan atau program yang dihasilkan dari partisipasi pengambilan
keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan informan yang

menjabat di bagian Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
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Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Berikut
kutipan wawancaranya:

“Sebelum mengambil keputusan dari ide-ide dan masukan dari para
stakeholder untuk melakakukan kerja sama tentunya kita juga
melihat win-win solusation atau manfaat yang kami dapatkan dan
mereka dapatkan. Dengan adanya kolaborasi para multi-stakeholder
tentunya yang didapat Disparpora itu banyak sekali baik secara
langsung maupun secara tidak lansung yang kelihatan sangat
dirasakan yaitu adanya peningkatan Pendapatan Hasil Daerah (PAD)
dan secara tidak lansung kami mendapatkan impact dari bentuk kerja
sama baik dari kerjasama antar pemerintah seperti Dinas
Lingkungan Hidup, unsur bisnis, Komunitas, dan media”.
(Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas, mengatakan bahwa Partisipasi
dalam manfaat memastikan bahwa hasil dari keputusan yang diambil
memberikan dampak positif secara merata kepada semua pihak yang
terlibat.  Melihat dari partisipasi unsur pemerintah selain Dinas
Pariwisata peneliti juga mewawancarai kepala bidang pengelolaan
sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan peningkatan
kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba. Berikut

kutipan wawancaranya:

“Kitakan estetika keindahan kebersihan, artinya kalau bersih ki
pariwisatata orang akan tertarik, dan mengundang orang untuk
belajar mengenai cara pemerintah mengelola sampah artinya
pengunjung yang datang tidak hanya rekreasi tapi belajar, dan itu yg
di inginkan Dinas Lingkungan Hidup”. (Wawancara bersama, MA.
Pada 17 Januari 2024).

Dalam wawancara di atas, Dinas Lingkungan Hidup menekankan
bahwa keindahan dan kebersihan merupakan kunci utama dalam
menarik minat pengunjung dengan tujuan melakukan kerjasama ingin

menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan rekreasi,
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tetapi juga menjadi tempat pembelajaran, hal ini yang menjadi
keinginan dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melihat partisipasi
unsur bisnis dalam pengambilan manfaat, peneliti mewawancarai ketua
seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba. Berikut kutipan
wawancaranya:
“Manfaat yang kami dapatkan dalam melakukan kerja sama dengan
pemerintah salah satunya adalah keberadaan ATM di tempat
pariwisata juga memberikan manfaat kepada Bank Sulselbar dalam
meningkatkan pangsa pasar. Memudahkan akses wisatawan
terhadap layanan perbankan, bank dapat menarik lebih banyak
nasabah dan meningkatkan aktivitas transaksi di ATM. Ini
menciptakan peluang untuk memperluas jaringan layanan
perbankan di kawasan pariwisata dan meningkatkan brand

awareness bank di kalangan wisatawan”. (Wawancara bersama,
MM. Pada 17 Januari 2024).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Claim Service Assitant
Manager PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai unsur bisnis. Berikut
kutipan wawancaranya:

“Manfaat dari bentuk keja sama yang kita bangun dngan Dinas

Pariwisata ini kita itu jadi punya relasi yang luas, dimana

Bulukumba menjadi objek pariwisata terbesar di Sulawesi itu

menjadi ajang kita juga untuk dikenal masyarakat luas dan kami bisa

memasarkan produk kami lainnya”. (Wawancara bersama, AP. Pada

24 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas dengan unsur bisnis menyatakan,
partisipasi Bank SULSELBAR dalam pengambilan manfaat seperti
penempatan ATM di destinasi pariwisata memberikan keuntungan
finansial bagi bank sedangkan manfaat yang dirasakan PT Jasaraharja
adalah terjalinnya relasi luas yang diperoleh dari kolaborasi dengan

Dinas Pariwisata. Kesimpulannya, manfaat dari bentuk partisipasi

keputusan lalu terjalin sebuah kerjasama tidak hanya meningkatkan
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aktivitas bisnis, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan
meningkatkan kesadaran merek di kalangan wisatawan.

Untuk melihat bentuk partisipasi unsur komunitas dalam
pengambilan manfaat peneliti mewawancarai dua komunitas
masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba yaitu Generasi Pesona
Indonesia (GENPI) dan Masyarakat Sadar Wisata (MASATA). Berikut
kutipan wawancaranya:

“Manfaat yang kami dapatkan dari bentuk kerjasama yang dijalin

adalah kami punya privilege untuk terlibat aktif dalam event-event

kepariwisataan dan komunitas GENPI juga semakin dikenal oleh

masyarakat luas”. (Wawancara bersama, AY. Pada 17 Januari
2024).

Komunitas selanjutnya adalah MASATA, peneliti melakukan
wawancara dengan ketua komunitas MASATA. Berikut kutipan
wawancaranya:

“Manfaat yang kami dapatkan lebih memikirkan manfaat untuk
masyarakat.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan unsur informan peneliti menyimpulkan
bahwa manfaat yang dirasakan komunitas GENPI adalah mendapatkan
hak istimewa untuk terlibat dalam event-event kepariwisataan,
meningkatkan visibilitas komunitas, dan mendapat pengakuan
masyarakat. Sementara itu, komunita MASATA sebagai organisasi hon
profiit lebih menekankan manfaat kebijakan atau program

menguntungkan masyarakat.

Untuk melihat bentuk partisipasi unsur akademisi dalam

pengambilan manfaat peneliti mewawancarai ketua program studi tata
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hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut
kutipan wawancaranya:
“Kalau manfaat yang kita dapatkan adalah memperluas kerja sama
kita , contoh misalnya dinas pariwisata membuka kebutuhan tenaga
kerja tidak mungkin lari kemana-mana mereka sudah tau ada kami
yang lebih kompeten untuk kepariwisataan artinya kami
mendapatkan benefit tersalurnya mahasiswa dari Politeknik
Pariwisata”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari 2024).
Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan
POLTEKPAR dalam setiap proses partisipsi termasuk dalam
pengambilan keputusan hingga menjalin kerjasama dengan Dinas
Pariwisata mendapatkan manfaat seperti memperluas jaringan kerja
sama dan memberikan manfaat berupa kesempatan kerja bagi
mahasiswa. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur media dalam

pengambilan manfaat peneliti mewawancarai wakil direktur Simpul

Indonesia.

“Kalau berbicara manfaat banyak sekali manfaat yang di dapatkan
dari kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga salah
satunya yaitu mudahnya anggota simpul mengakses tempat wisata
yang di naungi DISPARPORA untuk pengambilan berita dan
gambar, mudahnya akses informasi tentang perkembangan dan
kemajuan pariwisata di Bulukumba, serta memberikan bahan
informasi untuk disebarluaskan ke masyarakat”. (\Wawancara
bersama, AA. Pada 17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa
Kolaborasi ini membuka jalur efektif untuk diseminasi informasi kepada
masyarakat. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
juga memberikan manfaat signifikan kepada Simpul Indonesia,
termasuk kemudahan akses anggota simpul dalam mendapatkan

informasi, berita, dan gambar terkini seputar pariwisata Bulukumba.
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4. Partisipasi Dalam Evaluasi
Partisipatif dalam evaluasi berkaitan dengan pelasanaan program
yang sudah direncanakan sebelumya atau program yang sudah berjalan.
Keberhasilan evaluasi dapat diukur dari sejauh mana pemerintah, bisnis,
komunitas, akademisi, dan media secara bersama-sama terlibat dalam
menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan
tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Adiyatama Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Berikut
kutipan wawancaranya:
“Dalam pengevaluasian sekarang kita sudah terbantu dengan adanya
UPTD Pengelola Obyek Wisata dimana tugas mereka adalah
melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dan pemberian
dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata namun hal ini tidak
membuat kita tidak turun lansung kelapangan. Dinas pariwisata
biasa melakukan evaluasi by data maksudnya selalu melakukan

pengawasan secara intensif dengan melakukan pengawasan
kelapangan. ”. (Wawancara bersama, IW. Pada 17 Januari 2024).

Melalui wawancara di atas informan menyatakan bahwa, meskipun
telah dibangun UPTD Pengelola Obyek Wisata yang bertanggung jawab
atas aspek teknis dan administratif dalam mendukung evaluasi dengan
perencanaan dan pelaporan di wisata Bira, Dinas Pariwisata tetap aktif
terlibat dalam pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan
kualitas dan keberlanjutan program atau kebijakan dari hasil partisipasi

stakeholder dalam pengambilan keputusan

Melihat dari partisipasi unsur pemerintah selain Dinas Pariwisata
sebagai leading sector peneliti juga mewawancarai kepala bidang

pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan
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peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bulukumba yang menyuarakan ide dalam pengambilan keputusan
terhadap pemulihan pariwisata. Berikut kutipan wawancaranya:
“Ada target ada proses kita selalu evaluasi sejauh mana progres dari
kerjasama dan sejauh mana keberhasilannya atau tidak, itu sering
kita evaluasi”. (Wawancara bersama, MM. Pada 17 Januari 2024).
Melalui wawancara dengan informan di atas, terungkap bahwa
evaluasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata berfokus pada sejauh mana
progres dan keberhasilan bentuk kerjasama yang dijalin. Untuk melihat
partisipasi unsur Bisnis dalam evaluasi, peneliti mewawancarai ketua
seksi umum Bank SULSELBAR Bulukumba dan Claim Service
Assitant Manager. PT Asuransi Jasaraharja Putera. Berikut kutipan
wawancaranya:
“Dalam proses evaluasi kami dilibatkan di bagian transaksi dana
hasil pengunjung karena itu memang yang menjadi ide kami dalam
pengambilan keputusan dan menjadi bentuk kerjasama kami yang
sesuai dengan tupoksi kami”. (Wawancara bersama, MY. Pada 17
Januari 2024).

Selanjutnya wawancara dengan Claim Service Assitant Manager PT

Asuransi Jasaraharja Putera. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena di kantor kami orangnya terbatas jadi untuk
pengevaluasian kami tidak dapat menempatkan atau mengirim
orang kesana jadi kami tidak terlibat secara lansung dalam
pengevaluasian. Kami memantau dari jauh terkait dari premi dan
sesi klaimnya saja, namun biasanya kami ada pertemuan baik Dinas
Pariwisata kesini atau kami kesana membicarakan bagaimana
update dan kendala-kendala apa yang ada di objek itu yang berkaitan
dengan MoU kami”. (Wawancara bersama, AP. Pada 24 Januari
2024).

Wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa

keterbatasan personel mengakibatkan keterlibatan jarak jauh dalam
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pengevaluasian program kerja yang berfokus pada pemantauan pada
premi dan klaim. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur komunitas
dalam evaluasi peneliti mewawancarai ketua komunitas Generasi

Pesona Indonesia (GENPI). Berikut kutipan wawancarnya:

“Partisipasi dalam evaluasi kami di undang kembali dalam
mengevaluasi terkait kebijakan dan program yang dilakukan Dinas
Pariwisata karena tupoksinya gempi adalah menginfokan ke
masyarakat melalui media online jadi mengenai tingkat kepuasan
pengunjung di apload gempi ke media sosial”. (Wawancara
bersama, AY. Pada 17 Januari 2024).

Komunitas selanjutnya adalah MASATA, peneliti melakukan
wawancara dengan ketua komunitas MASATA untuk melihat sejauh
mana bentuk keterlibatan komunitas ini dalam proses evaluasi program
kerjasama. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena kami komunitas Masrakat Sadar wisata (MASATA) yang

tupoksinya penggerak serta komunikator dalam upaya

meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar
destinasi pariwisata kami sering di undang oleh Dinas Pariwisata
dalam proses pengevaluasiaan untuk memberikan saran atau
masukan dalam menentukan kebijakan bagaimana kedepannya dan
apa yang dibutuhkan sehingga tugas kami menyadarkan masyarakat
berjalan dengan baik.” (Wawancara bersama, SF. Pada 17 Januari

2024).

Hasil wawancara dengan unsur komunitas di atas dapat disimpulkan
bahwa partisipasi komunitas mereka kembali diundang oleh Dinas
Pariwisata dalam proses evaluasi, GENPI berperan dalam
menginformasikan melalui media online, terutama mengenai tingkat
kepuasan pengunjung. Sementara itu, MASATA aktif dalam
pengevaluasian dengan fokus pada memberikan masukan dan saran

untuk kebijakan mendatang. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur

akademisi dalam evaluasi peneliti mewawancarai ketua program studi
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tata hidang Politeknik Pariwisata Makassar (POLTEKPAR). Berikut

kutipan wawancaranya:

“Biasanya pihak dinas itu memanggil kami untuk membahas
mengenai kegiatan kami selanjtnya, jadi kegiatan kami itu berseri.
Tahun ini misalnya pelatihan membuat kue nah tahun berikutnya
bukan lagi membuat kue tapi bagaimana membuat kemasannya, lalu
tahun berikutnya bagaiman memasarkannya. Jadi evaluasinya kami
biasa di berapa jumlah kegiatan yang sudah kamilakukan dan
kegiatan apa selanjutnya yang akan kita lakukan terkait MoU dengan
Dinas Pariwisata”. (Wawancara bersama, AH. Pada 23 Januari
2024).

Kesimpulan wawancara dengan informan diatas adalah Dinas
Pariwisata secara berkala memanggil untuk mengevaluasi kegiatan dari
unsur akademisi di atas. Evaluasi melibatkan jumlah dan jenis kegiatan
yang telah dilakukan serta selanjutnya kegiatan apa yang akan
dilaksanakan. Untuk melihat bentuk partisipasi unsur media dalam
evaluasi peneliti mewawancarai wakil direktur Simpul Indonesia.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Simpul ikut berpartisipasi dalam evaluasi dalam menilai
perkembangan wisata Bulukumba melalui pemberitaan tersebut.
Menilai dari berapa persen peningkatan animo masyarakat
mengenai pemberitaan simpul Indonesia”. (Wawancara bersama,
AA. Pada 17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi
dilakukan dengan menilai peningkatan animo masyarakat terhadap
pemberitaan Simpul Indonesia, menggambarkan dampak positif berita

tersebut terhadap kesadaran dan minat masyarakat.
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C. Pembahasan Penelitian

Pada bagaian ini, terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan
temuan penelitian, sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan
menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah diuraikan
sebelumnya. Hal ini sejalan dengan metode analisis kualitatif deskriptif,
yang digunakan untuk menganalisis data dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi. identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan
tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pendekatan
partisipatif multi-stakeholder menekankan pentingnya keterlibatan para
pemangku kepentingan sebagaimana yang dikemukakan (Fajri, 2022) multi-
stakeholder seringkali digunakan dalam konteks yang melibatkan para
pemangku kepentingan yang beragam dan memerlukan kolaborasi yang
kuat diantara mereka.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan Kabupaten Bulukumba dalam
pemulihan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif multi-
stakeholder dengan menggunakan konsep pentahelix, sesuai pernyataan
(Hamka et al., 2022) multi-stakeholder melibatkan berbagai aktor, maka
pentahelix sebagai konsep dari multi-stakeholder menekankan pentingnya
kolaborasi lintas sektor dan penggunaan sumber daya yang beragam dalam
upaya mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah
yang dihadapi. Hal ini juga sejalan dengan gagasan manteri Pariwisata Dr.

Ir. Arief Yahya, M.Sc periode 2014-2019 yang tertuang kedalam Peraturan
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Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk memastikan
kualitas aktivitas, fasilitas, dan pelayanan pariwisata, serta menciptakan
pengalaman berharga dan nilai yang memberikan manfaat kepada
masyarakat maka diperlukan upaya pengoptimalan peran pengusaha,
pemerintah, komunitas, akademisi, dan media dalam sistem pariwisata.
Covid-19 menjadi fenomena yang kemudian menjadi Kkajian
penelitian ini. Peneliti melihat adanya keunikan dari kondisi pariwisata
Kabupaten Bulukumba dan hal ini tidak terlepas dari bentuk partisipasi
multi-stakeholder dan tentunya didukung oleh indikator teori dari Cohen
dan Uphoff dalam (Yasril & Nur 2018) yang mengkategorikan empat jenis
bentuk partisipasi dalam melihat sejauh mana pendekatan partisipatif multi-
stakeholder terhadap pemulihan pariwisata pasca covid-19 di Kabupaten

Bulukumba.

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi dalam keputusan menurut Cohen dan Uphoff dalam
(Yasril & Nur 2018) adalah bentuk keterlibatan individu maupun
kelompok secara langsung dan tidak langsung dalam menentukan arah
kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan kepada semua
unsur pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi dan media sejauh mana
bentuk partisipasi  pengambilan keputusan dalam memulihkan

pariwisata pasca covid-19 di Kabupaten Bulukumba.
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Pemulihan menjadi fokus utama semua pihak dengan upaya keras
untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang terpukul parah
selama Covid-19. Promosi destinasi, dukungan keuangan, dan
peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi kompenen kunci dari
pemulihan pariwisata (Herdiana 2020).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait partisipasi
multi-stakeholder dalam pengambilan keputusan ditemukan bahwa para
multi-stakeholder terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Keputusan secara langsung di pegang
oleh Dinas Pariwisata sebagai stakeholder yang memilik power dalam
sektor kepariwisataan sebagaimana model saliance yang dikembangkan
olen Mitchell, Agle, dan Wood mengklasifikasikan stakeholder
berdasarkan power,urgensi, dan legitimacy dimana, power (kekuatan)
mengacu pada kemampuan yang dimiliki stakeholder dalam penetapan
keputusan (Mitchell et al., 1997).

Dinas pariwisata memiliki kewenangan resmi atas pengambilan
keputusan di sektor pariwisata, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 136 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga.
Selanjutnya untuk Dinas Lingkungan Hidup, PT. Jasaraharja, Bank
SULSELBAR, Komunitas MASATA dan GENPI, POLTEKPAR serta

Simpul Indonesia terlibat secara tidak lansung dengan memberikan
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sumbangan ide dan saran mereka dalam setiap pengambilan keputusan
untuk pemulihan pariwisata. Ide dan saran ini tersalurkan melalui rapat
formal dan non-formal yang diadakan Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba.

Gambar 4.3
Rapat Bersama Para Stakeholder Pariwisata

Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba, 2021

Gambar di atas adalah rapat membahas pemulihan pariwisata
setelah ditutupnya Kawasan Wisata Bulukumba selama 3 bulan dari
maret hingga juni yang diadakan Dinas Pariwisata dengan para
stakeholder di kantor lama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga JI.
Lanto Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari
pertemuan ini adalah untuk mengumpulkan masukan, gagasan, dan
pandangan dari berbagai stakeholder terkait bagaimana kebijakan

pariwisata yang baik dapat dirancang dan diterapkan untuk menciptakan
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kebijakan yang lebih holistik dan mendukung pemulihan pariwisata
yang berkelanjutan. Saran dan ide-ide yang disampaikan para multi-
stakeholder bervariasi sesuai dengan peran dan tupoksi lembaga atau

komunitasnya.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keterlibatan aktif multi
stakeolder dalam menjalankan program, kebijakan, atau kesepakatan
hasil dari pengambilan keputusan. Dalam pemulihan pariwisata, peran
multi-stakeholder ini sangat krusial. Menurut Maryono partisipasi multi-
stakeholder dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan kekuatan, posisi
dan pengaruhnya, yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan
stakeholder kunci (Dewi et al., 2020).

Dalam indikator ini, peneliti menanyakan kepada para multi-
stakeholder mengenai bentuk kerjasama yang dijalin dengan Dinas
Pariwisata sebagai stakeholder kunci dari hasil sumbangan saran dan
ide pada saat pengambilan keputusan. Para stakeholder dalam
wawancara menyatakan bentuk kerjasama yang dijalin bervariasi sesui

dengan tupoksi dari lembaga mereka.
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Peran Unsur-Unsur Pariwisata Dalam Menjalin Kerjasama
Dengan Dinas Pariwisata

No Nama Peran Keterangan
Lembaga
1 Dinas Berwewenang pada leading | Stakeholder
Pariwisata sector pariwisata  dalam Kunci
merumuskan  pelaksanaan
kebijakan hasil saran dan ide
dari partisipasi keputusan
para multi-stakeholder
2 Dinas Menyediakan sarana dan | Stakeholder
Lingkungan | prasarana dalam mendukung Sekunder
Hidup pemulihan pariwisata,
Khususnya terkait
lingkungan.
3 Bank Menyediakan fasilitas dalam | Stakeholder
SULSERBAR | proses pemulihan Kabupaten | Sekunder dan
Bulukumba, serta pemberian | Stakeholder
kemudahan dan kenyamanan Primer
setiap transaksi ekononomi,
khususnya di sektor
pariwisata.
4 | PT. Jasaraharja | Menjalin kerjasama dengan | Stakeholder
Putera Dinas Pariwisata terkait Primer
asuransi wisatawan.
5 Komunitas Pengembangan kualitas | Stakeholder
MASATA SDM kepariwisataan Primer
6 Komunitas Mempromosikan destinasi | Stakeholder
GENPI wisata Primer
7 Politeknik Melaksanakan pendidikan, | Stakeholder
Pariwisata pelatihan  penelitian, dan Primer
Makassar pengabdian terkait
kepariwisataan.
8 | Simpul Sebagai situs portal online | Stakeholder
Indonesia yang menyediakan berita dan Sekunder

informasi yang terpercaya,
terkini dan terupdate.
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Pada tabel tersebut Dinas Pariwisata sebagai leading sector
pariwisata dan regulator, OPD diluar dari kepariwisataan menjadi
stakeholder pendukung, pelaku bisnis menyediakan fasilitas, komunitas
lokal turut serta dalam pengembangan SDM serta mempromosikan
pariwisata, akademisi memberikan wawasan, dan media membantu
menyebarkan informasi. Hasil keputusan Dinas Pariwisata dari ide dan
saran para stakeholder menghasilkan kerjasama berupa Momerandum
Of Understanding (MoU) dan bantuan-bantuan dari para multi-
stakeholder ke Dinas Pariwisata dalam memulihkan pariwisata yang ada
di Bulukumba.

a. Kerjasama berupa Momerandum Of Understanding (MoU)
Kerjasama berupa Momerandum Of Understanding (MoU)
adalah ide dari para stakeholder, diantaranya PT. Asuransi

Jasaraharja Putera, Komunitas Generasi Pesona Indonesia dan

Politeknik Pariwisata Makassar.

Berikut MoU Dinas Pariwisata dengan stakeholder tersebut
adalah sebagai berikut:

1) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten

Bulukumba dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera tentang
Asuransi Public Liability Kawasan Wisata Tanjung Bira Nomor:

Perj.03/X11/2020/Dispar dan Nomor: P/06/KS/X11/2020.
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Gambar 4.4
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan PT.
Asuransi Jasaraharja Putera

Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba,2020

Mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
keamanan, dan keselamatan kepada pengunjung maka Dinas
Pariwisata  Bulukumba melakukan terobosan dengan
memberikan asuransi kepada para pengunjung kawasan Wisata
Bira dari hasil ide dan saran PT. Asuransi Jasaraharja.
Penandatangan MoU berlansung pada tanggal 30 desember 2020
di kanto lama Dinas Pariwisata

Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Pemuda dengan
Olahraga Kabupaten Bulukumba dengan Generasi Pesona
Indonesia Bulukumba Nomor: KS. 14/GenPI-BLK/II1/2022 dan
Nomor: Perj. 02/Disparpora.4/11I/2022 tentang Penyebarluasan

Informasi Kegiatan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.



83

Gambar 4.5
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan
Komunitas GENPI

Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba,2022
Komunitas Generasi Pesona Indonesia berperan sebagai
akselator, dimana peran utama komunitas ini adalah memperkuat
daya tarik destinasi pariwisata dengan berperan aktif dalam
menjaga warisan budaya dan lingkungan pariwisata serta
mempromosikan pariwisata Bulukumba. Penandatangan MoU
Dinas Pariwisata dengan Komunitas GENPI diselenggarakan
pada rangkaian acara festival pinisi yang ke-12.

3) Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba dengan Politeknik Pariwisata Makassar Nomor: KS.
001/310/03/Poltekpar/2020 dan Nomor: Perj.01/X1/2020/Dispar
tentang Kerjasama Pendidikan dan Pelatthan Sumber Daya
Manusia, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam
Pengembangan Pariwisata dan Kepariwisataan Kabupaten

Bulukumba.
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Gambar 4.6
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan
Politeknik Pariwisata Makasssar

Sumber data: Dinas Pariwisata Bulukumba,2022

Pada gambar di atas unsur akademisi sebagai konseptor
memiliki peran kunci dalam mengembangkan ide-ide dan
konsep-konsep inovatif. Oleh karena itu dari hasil ide dan saran
Politeknik Pariwisata dalam pengambilan keputusan terjalinlah
kerjasama yang sesuai dengan peran Politeknis Pariwisata
Makassar sebagai unsur akademisi pada konsep pentahelix.
Penandatanganan MoU Dinas Pariwisata dengan Politeknik
Pariwisata Makassar berlansung pada Tahun 2022 di Desa
Wisata Ara Kabupaten Bulukumba.

Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Utama Bulukumba Nomor:

KS. 134.4/119/Dispar.5/V1/2020 dan Nomor: Perj.010/PKS-
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BSSB/V1/2020 tentang Elektronifikasi Retribusi Kawasan

Wisata Tanjung Bira.

Adapun bentuk program Dinas Pariwisata dengan para multi-

stakeholder di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program hasil MoU
No Nama Lembaga Program Kerja
1 | MoU Dinas Pariwisata | Quick Response Code
dengan Bank Indonesian Standard (ORIS).
SULSERBAR

2 | MoU Dinas Pariwisata | Asuransi Public Liability
dengan PT Asuransi
Jasaraharja Putera

3 | MoU Dinas Pariwisata | Familiarization Trip (Famtrip)
dengan Generasi
Pesona Indonesia
4 | MoU Dinas Pariwisata | Pendidikan dan  Pelatihan
dengan Politeknik Sumber Daya Manusia,
Pariwisata Makassar Penelitian dan Pengabdian.
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah

program kerja Dinas Pariwisata Bulukumba dengan Bank
SULSELBAR, yaitu memudahkan pengunjung membayar di pintu
masuk secara non tunai atau system digital menggunakan aplikasi.
Asuransi Publik Liability adalah program kerja Dinas Pariwisata
dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera tentang asuransi ganti rugi
yang dilakukan oleh dinas pariwisata kepada wisatawan yang

berkunjung selama masih ada di sekitar kawasan pariwisata Bira
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Familiarization Trip (Famtrip) adalah program kerjasama Dinas
Pariwisata dengan komunitas Generasi Pesona Indah tentang
memperkenalkan Wisata Bulukumba sekaligus mengedukasi
komunitas pemuda dan pecinta alam. Riset Ancaman Krisis
Kepariwisataan Bulukumba adalah program kerja Dinas Pariwisata
dengan Politeknik Pariwisata Makassar untuk mengkaji informasi
tentang kerawanan bencana pada daya tarik wisata di Kabupaten
Bulukumba dalam upaya mengatasi krisis pandemic Covid-19 di

Bulukumba.

Bantuan-Bantuan, Ide, Dan Saran Para Multi-Stakeholder yang
Dijadikan Program Kerja Dinas Pariwisata

Tingginya jumlah kunjungan pada saat pertamakali dibukanya
pariwisata Bulukumba setelah tutup 3 bulan akibat Covid-19
menyembabkan perekonomian pariwisata di Kabupaten Bulukumba
pulih, namun dari tingginya jumlah kunjungan pariwisata
menimbulkan eskternalitas negatif berupa sampah dari kegiatan
wisata yang dapat menurunkan Kkualitas lingkungan. Dinas
lingkungan hidup memberikan saran dan ide pada saat pengambilan
keputusan bahwa dalam memulihkan pariwisata Dinas Lingkungan

Hidup siap melakukan penanganan terkait kebersihan.
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Gambar 4.7
Bantuan Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Pariwisata

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Sampah yang menggunung di Pantai Tanjung Bira pada tanggal
04 Mei 2022 diangkut menggunakan 2 pikap milik Dinas Pariwisata
Bulukumba dan dibantu 2 truk milik DLHK Bulukumba dan Dinas
Lingkungan Hidup menurunkan 20 armada untuk membantu
jalannya pembersihan.

Adapun bentuk bantuan dari Bank SULSERBAR untuk
mendukung tingginya jumlah pengunjung Pariwisata Bulukumba
dan program kebersihan yang digalakkan Pemerintah Kabupaten
Bulukumba. Bank Sulselbar menyumbangkan 10 unit motor roda
tiga. Sepuluh unit motor tersebut diserahkan secara simbolis oleh
Kepala Cabang Bank Sulselbar Kabupaten Bulukumba Bupati
Bulukumba usai pelaksanaan mutasi pejabat struktural di Ruang

Pola.
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Gambar 4.8
Bantuan Bank SULSELBAR

Sumber data: Bank SULSELBAR cabang Bulukumba, 2021

Bantuan 10 wunit motor pengangkut sampah dari Bank
SULSELBAR diberikan usai pelaksanaan mutasi pejabat structural
di ruang pole pada tanggal 11 Juni 2021 kepada Pemerintah Daerah
Bulukumba. Bupati Bulukumba meminta Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan sebagai leading sector, untuk menggunakan armada
sampah tersebut di wilayah yang prioritas membutuhkan motor
pengangkut sampah.

Selanjutnya untuk unsur komunitas, yaitu MASATA peneliti
menyimpulkan bahwa ide dan saran yang diberikan komunitas
tersebut pada saat pengambilan keputusan kepada Dinas Pariwisata
dilaksanakan  dalam  bentuk pelatthan yang  bertujuan

mengembangkan SDM terkait kepariwisataan.
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Gambar 4.9
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

Sumber data: Dinas Pariwisata, 2022

Ketua DPC Masyarakat Sadar Wisata memberikan materi pada
tentang pelatihan penglolaan desa wisata yang diselenggrakan Dinas
Pariwisata sebagai bentuk ide dan saran dari komunitas Masyarakat
Sadar Wisata. Selanjutnya unsur media yang berperan sebagai
expender berarti memiliki peran dalam memperluas informasi, maka
bentuk partisipasi pelaksanaan Simpul Indonesia dalam mendukung
pemulihan pariwisata adalah memberikan informasi terpercaya,

terkini, dan terupdate melalui portal simpulindonesia.com

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat
Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah keterlibatan aktif dan
andil dari berbagai pihak dalam menikmati hasil atau manfaat dari suatu
pelaksanaan kebijakan, program atau proyek. Dari hasil observasi
penulis terkait partisipasi dalam pengambilan manfaat ditemukan bahwa
adanya hubungan simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan

dari hasil keputusan untuk melakukan kerjasama. Hal ini sejalan dengan
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penelitian (Lontah 2015) ada tiga fungsi utama dalam pendekatan
partisipasi multi-stakeholder menurut Donaldson dan Peterson salah
satunya, yaitu fungsi normative yang merujuk pada stakeholder
memiliki hak untuk menerima imbalan atau manfaat dari bentuk
kerjasama yang dilakukan.

Hasil dari keputusan yang diambil memberikan dampak positif
secara merata kepada semua pihak yang terlibat. Dampak positif yang
paling dirasakan Dinas Pariwisata adalah peningkatan jumlah PAD dan
Pariwisata Kabupaten Bulukumba semakin dikenal atas bantuan dari

stakeholder pariwisata.

Gambar 4.10
Daftar Realisasi PAD Tahun 2020-2022

Rp9,000,000,000.00
Rp8,000,000,000.00
Rp7,000,000,000.00
Rp6,000,000,000.00
Rp5,000,000,000.00
Rp4,000,000,000.00
Rp3,000,000,000.00
Rp2,000,000,000.00
Rp1,000,000,000.00

Rp0.00

2020 2021 2022
B TARGET | Rp2,574,700,0 | Rp6,000,000,0 | Rp8,000,000,0

M RELIASASI| Rp3,757,515,0 | Rp5,968,870,0 | Rp7,310,431,0

PAD Dinas Pariwisata Bulukumba setiap tahunnya meningkat, hal
ini tidak lepas dari kerjasama yang terjalin dengan multi-stakeholder.
Berdasarkan dari hasil wawancara dan analisa yang diperoleh, peneliti

dapat menyimpulkan bahwa para stakeholder, termasuk pemerintah
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daerah, pelaku bisnis, komunitas lokal, akademisi, dan media, sama-
sama merasakan manfaat dari bentuk kerjasama yang mereka lakukan.
Peningkatan pendapatan, pelestarian budaya lokal, serta dukungan
kebijakan dan infrastruktur menjadi hasil positif yang diambil dari
keterlibatan mereka. Hubungan simbiosis mutualisme yang terbentuk
memberikan tanda bahwa kolaborasi ini menguntungkan semua pihak

yang terlibat.

Partisipasi Dalam Evluasi

Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan aktif berbagai
stakeholder dalam menilai atau menganalisis kerjasama di antara
mereka sehingga mengahasilkan progres dan keberhasilan. Hal ini
sejalan dengan fungsi stakeholder instrumental Donaldson dan
Paterson, evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk pencapaian
keberhasilan suatu kerjasama (Lontah,2015).

Dari hasil wawancara dan analisa yang diperoleh, peneliti terkait
partisipasi para stakeholder dalam pengevaluasian menyimpulkan
Dinas Pariwisata sebagai leading sektor dalam pngelolaan dan evaluasi
program pariwisata. Meskipun telah dibentuk UPTD Pengelola Obyek
Wisata untuk menangani aspek teknis dan administratif, Dinas
Pariwisata tetap terlibat secara langsung dalam pengawasan lapangan
termasuk melibatkan stakeholder dalam mengevaluasi kerjasama yang
dijalankan dari hasil pengambilan keputusan.

Keterlibatan unsur pemerintah tidak hanya terbatas pada Dinas

Pariwisata, namun juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan dalam hal pengelolaan sampah berbahaya. Proses evaluasi
dilakukan secara berkala untuk menilai progres kerjasama dan
keberhasilan implementasi program. Ini mencerminkan upaya
pemerintah dalam memastikan kolaborasi yang efektif untuk
mendukung pemulihan sektor pariwisata.

Sementara itu, unsur bisnis, seperti Bank SULSELBAR Bulukumba
berkontribusi dalam proses evaluasi melalui keterlibatan dalam
transaksi dana hasil pengunjung dan PT Asuransi Jasaraharja Putera,.
Meskipun terdapat keterbatasan personel yang mengakibatkan
keterlibatan jarak jauh, mereka tetap aktif memantau premi dan klaim.

Dalam konteks komunitas, GENPI dan MASATA menunjukkan
partisipasi aktif dalam proses evaluasi. GENPI berfokus pada
penginformasian melalui media online, terutama terkait tingkat
kepuasan pengunjung. Sementara MASATA, sebagai komunitas sadar
wisata, aktif memberikan masukan dan saran kepada Dinas Pariwisata.
Unsur akademisi dari Politeknik Pariwisata Makassar juga terlibat
dalam evaluasi kegiatan. Dinas Pariwisata secara berkala memanggil
untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan serta merencanakan
kegiatan mendatang. Terakhir, media, melalui Simpul Indonesia, ikut
berpartisipasi dalam evaluasi dengan menilai peningkatan animo

masyarakat terhadap pemberitaan.

Hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa stakeholder aktif
dalam pengevaluasiaan program kerjasama masing-masing yang terjalin

dengan Dinas Pariwisata kemudian hasil partisipasi multi-stakeholder
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dalam evaluasi menjadi bahan perubahan kedepannya apa-apa saja yang

kurang dalam suatu kebijakan atau proses kerjasama yang dijalin.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa wawancara yang penulis
lakukan mengenai pendekatan partisipatif multi-stakeholder dalam
pemulihan pariwisata pasca covid-19 di Bulukumba dengan melihat
partisipasi unsur pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media
terhadap empat indikator utama dari pendekatan partisipatif, yaitu
partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan

manfaat, dan evaluasi penulis menyimpulkan bahwa

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penetapan keputusan tetap
berada di tangan pemerintah atau Dinas Pariwisata sebagai pengambil
keputusan dan unsur lainnya secara tidak langsung menentukan
keputusan dengan memberikan sumbangan ide dan saran mereka terkait
pemulihan pariwisata yang disalurkan dalam rapat formal dan non
formal dalam setiap pengambilan keputusan

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Multi-stakeholder terlibat dalam bentuk
kerjasama dari ide dan masukan para stakeholder pada saat pengambilan
keputusan. Proses kerjasama yang dilakukan berupa Momerandum Of
Understanding (MoU) dan bantuan-bantuan dari para multi-stakeholder
ke Dinas Pariwisata dalam memulihkan pariwisata yang ada di

Bulukumba.
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3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dalam proses kerjasama
terjalin hubungan simbiosis mutualisme artinya para stakeholder
mendapatkan manfaat dari kerjasama yang mereka jalin.

4. Partisipasi dalam evaluasi, stakeholder aktif dalam pengevaluasiaan
program kerjasama masing-masing Yyang terjalin dengan Dinas

Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Keterlibatan multi-stakeholder, seperti pemerintah daerah, bisnis,
komunitas lokal, akademisi, dan media, telah membentuk pondasi yang kuat

dalam memulihkan sektor pariwisata Bulukumba.

. Saran

Berdasarkan penelitian yang penliti lakukan mengenai pendekatan
partisipatif multi-stakeholder dalam pemulihan pariwisata pasca covid-19 di

Bulukumba diharapkan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan studi komparatif dengan
daerah lain yang menerapkan atau tidak menerapkan pendekatan serupa
agar memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keunggulan dan
kelemahan dari pendekatan partisipatif multi-stakeholder.

2. Pemerintah diharapkan Terus mengkomunikasikan kesuksesan dan
manfaat konkret yang diperoleh melalui pendekatan partisipatif kepada
masyarakat luas, guna membangun dukungan yang lebih besar untuk

pemulihan dan pengembangan pariwisata di Bulukumba.
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5. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke pariwisata bulukumba tahun 2019-2022
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6. Pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba

No

Kategori Wisata

Nama Pariwisata

1

Wisata Alam

Permandian Wae Hongkong
Permandian Alam Wae Tuo Tembo’e
Permandian Alam Korner

Hutam Mangrove Luppung

Wisata Bahari

Pantai Bira

Pantai Lemo-Lemo
Pantai Bara

Teras Tanjung Bira
Pantai Tanjung Salorang

Wisata Buatan

Perkebunan Karet
Permandian Limbua
Wisata Empang Sapiri

Wisata Religi

Kawasan Adat Amatoa Kajang
Makam Sultan Daeng Radja
Makam Dato’ Tiro

Makam Raja Bone

Bola Kambarae
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